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;ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

@ Hak cipT® milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

o

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengufip sebogian dan atau seluruh karya tulis ini fanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengufipan hanya unfuk kepentingon pendidikan, penealition, penuiisan karya imiah, penyusunan laporan, penulisan krifik atau finjouan suate masalah.
sinmam e s b Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
Y 2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalom bentuk apapun tanpaizin UIN Sutha Jambi
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PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah
UIN STS Jambi.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

4l el@ Y2023
: e: “ i
™ »
: E ) " METE ;.
S8 = T
4 iCEFC4AKX33518 392
AL [ L LSEL LSS S LSS

Afifah Devi Nabilah
NIM. 102190006



ICLUDE oYne mia w2l oduny undodo ynjusa wojop U spng oAaoy yrunes oo uop uoinBogas 3 oAl ocedwawl Buouo)g 7

T
HIOONAYE YHYHL NYHLTS

Sl

WIS DUINg MIN oo BuoA uoBuyuaday uoyBnisw yopy uodynbu

nelo A vosinuad ‘uosodol uounsndAusd uomun odaod uospnuad ‘uoimauad ‘uoapipuad uobuguadad Anun oduoy uodinbusa

34 PG

"DIDSOLW Nions uonoful

D 3PH @

Ic

Pembimbing I : Syamsu Hadi, S.Ag.,M.H.I

Pembimbing II : Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jjambi

J1. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei

Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi,

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
[
Jambi
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu’alaikum wr. wb.

2023

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi
Saudara Afifah Devi Nabilah yang berjudul ANALISIS YURIDIS TINDAK

PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN

TERHADAP DEMONSTRAN telah disetujui dan dapat diajukan untuk
dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata
Satu (S.1) dalam Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi

kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Syamsu Hadi, S.Ag..M.H.I Dr. An
NIP. 197407011999031004 NIDN. 2019118802

Pembimbing IT
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PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan
Aparat Kepolisian Terhadap Demonstran” telah diujikan pada Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 17 April 2023.
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
(S.1) dalam Hukum Pidana Islam.
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“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi
saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak
dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka

Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu

L
+

rﬁengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika
mu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

ahunah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

)S. An-Nisa : 135)

WD uppriog ouou ] uoulnsg JD@ISJ-.’_—H‘-I D | JILE S| €

i
et



HIOONAYE YHYHL NYHLTS

Booas yoiuncadiwaw Bumio)g 7

ILID DUINg NI Joloa BuoA uoBuyuadsy uoyBn

YO DS LS uonoiull neo {1y vospnued ‘uosodo] uounsndusd Yo oduoy uosjnued ‘uoiyjsuad ‘uoypipusd uohBuguaday ynun oiuoy uodinbuad

ICLUDE oying M wz odung undodo 3nusa Woop iU Snd A0 U rines Noio unp uni

ad 'Q

uodynBu

UL A DY

=

S L AR

i G A

"Iy
L}

g
a2
g
g
@
q
1]
@
Ire]
5]
o
i}
o
8
]
a
0
a
a
s
a
a
:I'l
1
a
=4
~
3]
-z
g
&
:]
a
!
£8]
]
q
1]
@
1
a
=
q
~
a
el
a
a
q
i
2
g
1
::l
o
o
el
"
q
o
f?l'
0
ﬂ

T
o
5]
o
i
&
=
o
2
@,
=
o
&
u-_l-i
=
o
&
@

)

T
Q

23

0,

®

o PERSEMBAHAN

=}

?

; Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dengan karunia
L

dan kasih cintanya tak terhingga yang memberikan sayan kesehatan dan kekuatan

oy

sghingga saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya
Ejé_rsembahan kapada kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Reflizer dan Ibu
Ida Farida yang menasehati, memotivasi dan selalu mendoakan saya sehingga
besar pengaruhnya bagi keberhasilan saya dalam menyusun skripsi ini.

Selanjutnya, skripsi ini saya persembahkan untuk saudara saya yaitu Wida
Nurfadiah, yang telah banyak membantu dan menemani proses dalam perkuliahan
dan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan dan kerjasama di dalam proses saya
menuntut ilmu.

Dan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang tidak

[y
memberikan semangat dan dukungan postif selama masa perkuliahan. Semoga

(=]

Igj;la dapat menggapai cita-cita kita masing-masing. Aaamiin.
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Sri«ipsi ini bertujuan untuk mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Yang
Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Demonstran. Sebagai tujuan antaranya
adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan
tindak kekerasan terhadap para demonstran, upaya penegakan hukum aparat
kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran dan hasil
analisis yuridis tindak pidana kekerasan yang dilakukan anggota POLRI terhadap
demonstran dari perspektif KUHP. Skripsi ini menggunakan Pendekatan
penelitian ini yang tergolong dalam penelitian hukum normatif maka
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan
menelaah semua Undang-Undang dengan regulasi yang bersangkut paut dengan
iIsu hukum yang sedang tangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh
hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama. penyebab polisi melakukan
kekerasan dalam aksi demonstrasi adalah adanya perbenturan kepentingan.
Perbenturan kepentingan terjadi antara demonstran yang menyuarakan aspirasinya
dengan polisi yang mengamankan aksi itu sendiri. Dalam hal ini para demonstran
mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas dan
lugas sedangkan aparat keamanan yang dalam lini adalah polisi yang
berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Kedua, upaya penegakan hukum
dparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran yaitu
déngan cara memaksimalkan mentalitas kinerja propam polri dalam penegakan
nykum anggota polri yang melakukan pelanggaran, memahami produk hukum dan
perundang-undangan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang profesional dan
akuntabel dan inisiatif propam polri dalam melakukan penyidikan dan menerima
époran pengaduan dari korban kekerasan pengunjuk rasa.Ketiga Aparat yang
melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa ini nantinya akan diproses
sesuai dengan ketentuan hukum sesuai dengan terpenuhinya unsur — unsur
E‘ekerasan yang telah dilakukannya dan hal ini sesuai dengan ketentuan hukum
pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP sesuai dengan jenis kejahatan yang telah
dﬂakukan oleh oknum — oknum aparat kepolisian tersebut. Bahwa tindakan dari
aparat kepolisian yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk
@sa yang tidak sesuai dengan prosedurnya akan diproses dan akan
njempertanggungjawabkan tindakannya tersebut
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gata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan, Aparat Kepolisan, Demonstrasi dan
KUHP.
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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam
nyelesalan skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga

pat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula

“DUSAS FBN AL 01D yoH ©)

feingan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi

La_.[

Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang
Dilakukan Aparat Kepolisian Terhadap Demonstran” merupakan suatu kajian
tentang penerapan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan
Aparat Kepolisian Terhadap Demonstran.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit
hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data
maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak,

[y
terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka

=]

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas
nulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut
rembantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:
Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.

Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

INSIYO Apsia/Bun JUr

Bapak Agus Salim, S.Th.l, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH.,
.Hum, dan Dr. H. Ishag, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Il dan Il di

ihgkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
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Ibu Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI., M.HI., dan Bapak Devrian Ali Putra, M.A.

ik

selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI)

=
ékultas Syariah UIN STS Jambi.

[

5_}Bapak Syamsu Hadi S.Ag.,M.H.I dan Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H
Q

selaku Pembimbing I dan Pembimbing Il skripsi ini.

3

18

‘Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas
Syariah UIN STS Jambi.

7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun
tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat
memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt
kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.

[y
moga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

(=]

Jambi, 2023
Penulis,

AFIFAH DEVI NABILAH
NIM: 102190006
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KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
MENERTIBKAN DEMONSTRASI DI INDONESIA

Tugas dan Kewenangan Polisi dalam Mengatur Demonstrasu di

INAONESIA .ottt ettt e e e e e e e e e e eeeees o

Bentuk-bentuk Kekerasan Aparat Terhadap Demonstrasi...........c.ccc...... ..

Sanksi Hukum Aparat yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap

D BIMNIONSE ASH ..t nnnennn o

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN
TERHADAP DEMONSTRAN

..Faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak

kekerasan terhadap para demonStran...........ccccveveveeresieeseese e o
...Upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak
kekerasan terhadap demonStran ...........cocoveveiinininieieee e
...Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Aparat
Kepolisian Terhadap Demonstran menurut KUHP.............ccccooveiieiieen
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

DULNS RN AL D)

Era reformasi yang ditandai dengan adanya keterbukaan dan kebebasan
a?alam segala hal, serta penyampaian pendapat di depan umum merupakan suatu
I‘%I yang sudah lama adanya di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu mengenai
unjuk rasa. Dalam pelaksanaannya unjuk rasa dapat dilakukan secara tertib dan
damai tetapi dapat pula unjuk rasaberkembang menjadi gerakan yang cenderung
agresif dan anarkis bahkan terkesan sangat brutal bagi sebagian orang. Saat
berlangsungnya aksi unjuk rasa tidak jarang terjadi tindakan kekerasan,

pemaksaan, penembakan, pemukulan dan bahkan sampai pada perusakan fasilitas

publik, yang dilakukanoleh aparat maupun massa demonstrasi.

¢» Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan

O

l*’r‘ienyatakan pendapat dijamin dalam Pasal 28 yang menyatakan: “Kemerdekaan

t?grserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
=
sgbagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.! Ditambah lagi lahirnya

lslfﬂjl-&!h;ndang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan
'Fgéandapat di Muka Umum pada pasal 9 ayat (1) yang menyatakan membolehkan

L . . .
menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi”.

Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan

| upy

enyatakan Pendapat Di muka Umum (Demonstrasi) sedikit sekali aturan pasal

DU

[¥5]
@ndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta, Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003).

1

IQUUD[ UIp
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)ng mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam berunjuk rasa atau

berdemonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah mengartikan

A

i%n menerjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran,
ggperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi unjuk
nga atau demonstrasi. Di sisi lain aparat juga tidak jarang melakukan tindakan
IE_;kerasan dalam menertibkan aksi demonstrasi tersebut.

Era reformasi membangun tumbuhnya nilai-nilai demokrasi di Indonesia,
kondisi Indonesia yang multikultural menjadikan sistem demokrasi menjadi
pilihan yang cocok untuk diterapkan. Salah satu karakter dari demokrasi yakni
saling menghormati adanya perbedaan dan kebebasan mengeluarkan pikiran
maupun pendapat di depan umum, bukan kebebasan berbuat atau melakukan

tindakan.?

Negara yang demokratis terlihat dari adanya penjagaan terhadap

[
+

keébebasan berkumpul, menyampaikan pendapat, dan konferensi terbuka. Selaku
D

r'ggara dengan kekuasaan yang berada di tangan rakyat, pengamanan terhadap
I.E%‘bebasan berekspresi dan mengemukakan dalam mendukung pengawasan,
%{itik, dan saran terhadap peraturan pemerintah.

Dalam sistem kemasyarakatan akan berjalan normal sampai ada perihal

ng di anggap membahayakan sistem tersebut misalnya ketidakadilan,

ISIO Allsia

&r

skriminasi dan sebagainya. Salah satu bentuk untuk mengekspresikan rasa tidak

as, masyarakat melakukan unjuk rasa. Tindakan demonstran sepatutnya tidak

FIOUR uD

nya dianggap sebagai ungkapan masyarakat yang lazim tetapi juga sebagali

nton Tabah, Polri Dalam Transisi Demokrasi, (Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2002), him. 78.

IQUUDT UIRP NHIOS
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) .
parameter implementasi “Prinsip Demokrasi” dalam aktivitas masyarakat yang

beragam,’® bahkan dalam pelaksanaan unjuk rasa cenderung bersifat agresif dan

A

z%arkis bahkan tidak jarang terjadinya tindakan kekerasan, pemaksaan,
%

penembakan, pemukulan bahkan sampai merusak fasilitas umum yang dilakukan

eh demonstran maupun aparat.

LR DU

et

=
L

Unjuk rasa yang bersifat anarkis dapat dikelompokkan sebagai pertikaian.
Dikatakan demikian karena suatu pertikaian itu terjadi karena adanya perselisihan
antara dua kepentingan yang bertolak belakang satu sama lain. Dan juga yang
menjadi pihak dalam pertikaian itu bisa satu negara lawan negara, atau asosiasi
negara-negara berhadapan dengan asosiasi lainnya, namun bisa juga terjadi antara
sekelompok manusia melawan kelompok lainnya, begitu juga dalam hal
demonstrasi yang dilakukan antara pihak yang mendemo melawan aparat penegak
hukum atau polisi.*

“=
Q Sepanjang ini demonstrasi yang terjadi tidak pernah usai dari masa ke
réasa. Aksi demonstrasi yang baru-baru ini sering terjadi yaitu massa menuntut
aélanya reforma agraria serta menolak kenaikan harga BBM dan ribuan perangkat

dt_asa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)
D

_rpelakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.> Mereka menuntut kejelasan
status kepegawaian hingga kesejahteraan perangkat desa. Pemerintah di Indonesia

sendiri terus berupaya menghentikan demonstrasi dengan melaksanakan metode

] UD

2

3:;Erwin Suliyanto, “Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi
Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum,” Dinamika, Vol.27.No.15, (Juli 2021), him. 2279.
—=Kuntjoro Purbopranoto, Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila, cet. Ke-3, (Jakarta: Pradnya
Paramiba, 1969), him. 71.

tps://www.detik.com/tag/demo-jakarta
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cara optimal diantaranya dengan korporatisme negara, kebijakan depolitisasi

LU R

serta tindakan represif pemerintah dengan kekuatan militer.® Selain itu sangat

A

@butuhkannya hubungan harmonis antara masyarakat dengan aparat sebagaimana
%gengutip dari pendapat jenderal polisi Drs. Sutanto, kebijakan yang harus diambil
éeh aparat, antara lain:
I_j Polisi bekerjasama dengan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial
atau mencari jalan keluar

2. Polisi berusaha mengurangi rasa ketakutan masyarakat
3. Polisi lebih mengutamakan tindakan pencegahan kriminalitas
4. Polisi senantiasa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. ’

Namun, aksi yang dilakukan oleh para demonstran berhujung kekacauan
yang disebabkan tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pengunjuk
rasa yang tidak menjunjung dan mewujudkan hak-hak dari para demonstran,

o
kémudian harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh karena tindakan aparat
D

penegak hukum tidak sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan
mor 2 Tahun 2002 Pasal 30 ayat 2.

Kepolisian diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk menjaga

':-T\-' .""-.! L,- l-.'l glw [

=

etentraman dan kedisiplinan khususnya saat melaksanakan perlindungan
rhadap tindakan yang dilakukan para demonstran. Hal ini dijelaskan didalam

ndang-Undang No 2 Tahun 2002 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia

[ UD S |r'|5,§r;u A

J

6:,I—\rbl Sanit, Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa, (Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1989), him.

[ﬁ

Trsutanto, Polmas : Paradigma Baru Polri, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian IlImu
o N

Kepolisian, 2006), him. 25.

8:_—:Dames Lewansorna, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan
ngerasan Terhadap Demonstran,” Jurnal llmu Hukum, VVol.2.No.1, (Maret 2022), him. 81.
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Q
O,
merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
n}
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,
Fa
d_an pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam
n_egeri.9 Pengunjuk rasa saat menyampaikan aspirasi di muka umum, kepolisian
I
O

hrkewajiban memberikan kenyamanan terhadap pelaku atau peserta penyampai

i

aspirasi tersebut.’®

Tugas utama kepolisian bertautan dengan pemberian perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat erat kaitannya dengan penemuan
rasa damai, rasa nyaman tentram dan keselamatan masyarakat (preserving the
peace and protecting life and property). Tugas tesebut ialah salah satu bentuk
pelayanan dalam social service function dalam berupa keramahan aparat
kepolisian kepada masyarakatnya secara umum dan tidak memihak. Dari tugas

utama ini, ditunjukkan bahwa pandangan hukum yang berlandaskan dari fungsi
(¥
penegak hukum, maka kepolisian bukanlah penguasa. Akan tetapi kepolisian juga
D

Bukanlah ajudan dan sejenisnya namun “police is the servant of the people” yang

=
mulia dan terhormat sebagai abdi hukum."' Beraneka ragam tindakan yang

rﬁ'encemari hukum yang kemudian muncul rasa tidak percaya masyarakat terhadap
D
_g%negakan hukum di Negara ini. Roscou Pound berpendapat bahwa tujuan hukum

O . . .

adalah untuk menjaga kepentingan manusia.*?

=

gQUndang—Undang RI no. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

¥ Undang-Undang Rl No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum,
Pasal 13 ayat (2)

% Wahyu Hartanto Gunawan, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Polisi yang Bertugas
Mengamankan Para Demonstran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
gﬁk Asasi Manusia, “ Jurnal llmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.2.No.2, (2013), him.

2y, Salim, HS, Perkembangan Teori dalam lImu Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010),

him. 41
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Dikabarkan seorang anggota polisi membanting peserta aksi demo saat

LU D]C

peringatan HUT ke-389 Kabupaten Tangerang pada hari Rabu, 13/10/2021.%

é:ebagaimana tindakan kekerasan dalam aksi unjuk rasa tersebut mengakibatkan
W
kerban yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Suatu penanganan ataupun

o]y

tindakan dalam memberikan rasa keadilan bagi korban unjuk rasa yang mana

A

notabene keadilan merupakan tujuan dari hukum. Penyelesaian yang tidak
sebanding dengan apa yang dialami oleh korban bukankah akan menimbulkan
suatu permasalahan dalam segala aspek kehidupannya baik dari segi fisik maupun
psikis. Padahal secara yuridis telah terkontruksi dengan jelas dalam KUHP yang
mengatur mengenai tindak kekerasan terhadap demonstran. Seharusnya dalam
upaya menangani tindak kekerasan yang sebagaimana terjadi di Kabupaten
Tangerang, Banten perlu dilakukan tindakan yang lebih serius, komprehensif dan

menyeluruh.

(¥
+
S Peran polisi untuk menanggulangi demonstrasi selalu berusaha represif

+

=

dari Kepolisian yang berbentur dengan Hak Asasi Manusia. Kepolisian yang

elakukan pengejaran dan pemukulan kepada demonstran yang anarkis selalu

/28U 3w

tuduh melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi

o

anu3|a seperti yang dimaksud pada Pasal 1 butir (6) UU Nomor 39 Tahun 1999
tang Hak Asasi Manusia bahwa setiap perbuatan sseseorang atau kelompok

masuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau yang secara
lawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM

seorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak

|BE rﬁL DuB L,r;nh':t|r'|5§0 A

. “Perkara Polisi banting Mahasiswa, Brigadir NP ditahan 21 hari dan kena mutasi”,
s://nasional.tempo.co/read/1519786/perkara-polisi-banting-mahasiswa-brigadir-np-ditahan- 21—
i-dan-kena-mutasi, diakses 23 September 2022

quUO L,!rgjﬁ
- 'O
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khawatlrkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,

serdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.* Selanjutnya tindakan anarkis yang

] ALY

dzlakukan oleh aparat kepolisian dapat berupa penganiayaan. Penganiayaan
%

sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP.

=

’-2 Adapun bunyi Pasal 351 KUHP :

:3 1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua
tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima
ratus rupiah.

2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

3. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

5 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*®

§ Dalam lembaga kepolisian apabila terjadi penyalahgunaan wewenang,

S

melakukan kekerasan, atau melanggar hukum maka polisi tersebut akan diproses

menurut aturan yang berlaku. Jika tindakan itu terjadi tidak sesuai prosedur maka

itu sangat tidak dibenarkan.

12/

Aparat kepolisian tidak lepas dari serangan demonstran, yang disebabkan

BlNS JO A

polisian tersebut menghalang-halangi aksi para demonstran. Aparat kepolisian

miliki kekuasaan penuh untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa tersebut.

[_7& [)Lg §] 9]

ekuasaan tersebut barada di dasar PROTAP/1/X/2010 Tentang Penanggulangan

[

.Faredo Yudasena, dkk., “Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi,”
rnal Hukum, Vol.1.No.1, (Januari 2021), him. 46.
asal 351 KUHP
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Anarki serta PERKAP No 1 Tahun 2009 Tentang Pemakaian Kekuatan Dalam
5 . .

Aksi Kepolisian.'®

Z Dalam pandangan Islam, demonstrasi tidak dijabarkan secara terperinci,
%

r@engingat sistem pemerintahannya yang berupa khalifah setelah Rasulullah SAW
Q

wafat. Tetapi usaha menyampaikan pendapat telah dilaksanakan saat pemilihan

A

seorang pemimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW sejak permulaan Islam lebih
dari 1300 tahun yang lalu, penilaian terhadap keagamaan tentang status quo secara
berkala telah terlihat untuk menentang apa yang dianggap sebagai hukum yang
tidak adil.’

Di dalam Islam aksi demonstrasi merupakan saran untuk menasehati
seseorang yang telah berbuat kemungkaran agar kembali kepada kebaikan sebagai

bentuk amar ma’ruf nahi mungkar.

[

£ - - z - - . A }’,

{ii.ﬂ\ o5 O3¢5 Gl Oy5aks A Y Gl al rg-: s
~ s i,.’ 2 - T'J!
Sy=kad) a A1

; Allah swt. Berfirman dalam Al-qur’an :

o
; Artinya : “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang
trienyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah dari
-

_|

3

1% Ida Ayu Sri Intan Dwiyanti, dkk, “Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstran Terhadap
Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian (Studi Kasus Penolakan
Péngesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja),” Jurnal Analogi Hukum,
V0l.3.No.2, (2021), him. 252.

1E\Jeff Haynes, Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum
Erpinggir, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), him. 246.
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O,

®)

yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali
3

fmran:104)*8.

i

Z Selanjutnya Allah SWT memberikan pedoman kepada rasulnya tentang
L7

ngra mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Jalan Allah disini maksudnya adalah
Q

agama Allah yaitu syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

@Lur

llah menjelaskan bahwa bila terjadi perdebatan dengan kaum musyrikin ataupun
ahli kitab, hendaknya rasul membantah mereka dengan cara yang baik.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur’an, yakni :

&2

a fe - - - e - - -]

"ll_;rdL.‘}L:-_, d......:T-l €LL;LF-‘5_H& ii:l-lu ""L-JL_}:'W

- -

~afs }.—'Dr_. -3 . - }"""I'- -8 R - A - a &

-

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan
%Dé?ngajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.
%sungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari
fglan—Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk™ (QS.
:,gn-Nahl :125)%,

Berdasarkan hal-hal yang telah di jabarkan diatas mengenai faktor yang

O AlISla/

Igjqenyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran
gng pada hakikatnya para demonstran berhak menyampaikan pendapat yang
O

-
seharusnya diberikan perlindungan dan keamanan bukan mendapatkan tindakan

ou

kekerasan dari aparat penegak hokum. Hal inilah demikian yang menjadi salah

|r;ngr

”S'All Imran (3) : 104
J‘Q‘An Nahl (16) : 125

IQUUD[ UIR
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i~
e

tu alasan bagi penulis untuk menjadikan permasalahan dalam sebuah skripsi

LU E

yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan

arat Kepolisian Terhadap Demonstran”

Rumusan Masalah

IGUICER DULNS BN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak
kekerasan terhadap para demonstran?

2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang

melakukan tindak kekerasan kepada demonstran?

3. Bagaimana analisis yuridis tindak pidana kekerasan yang dilakukan anggota
POLRI terhadap demonstran dari perspektif KUHP?

(¥

o

@

C- Batasan Masalah

=

0o Pembatasan masalah dilakukan agar pembahasan ini lebih berfokus pada
p‘%)kok permasalahan yang telah ditentukan dan tidak terjadi kesimpangan dalam
D

g%nyelesalannya suatu masalah. Demi terfokusnya pembahasan penelitian ini,

ka penulis membatasi pembahasan hanya terkait faktor yang menyebabkan

arat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran.

10
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B:  Tujuan dan Kegunaan Penelitian
T
> 3 : "
= = 1 Tujuan penelitian
0 =
o —
f_j = Tujuan yang ingin penulis capai melalui penelitian tersebut sebagai
S
= berikut:
2 3
2. 0
E—': o a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan aparat kepolisian
-
= 3
T O melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran
g
i— b. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang

melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran
¢. Untuk mengetahui hasil analisis yuridis tindak pidana kekerasan yang

dilakukan anggota POLRI terhadap demonstran dari perspektif KUHP
2. Kegunaan penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak
yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:
1) Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Aparat
Kepolisian Terhadap Demonstran, serta juga diharapkan sebagai sarana
pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di

bangku perkuliahan.

|50 JagLUnS uDyiNgaAusl op uoywniuoouasw oduoy i syng oAdoy yrunes noyo uop uoibogas dunBuaw Buouopg |

2) Manfaat praktis
a. Bagi Institusi
1) Hasil dari penelitian ini sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan yang

diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan Kkontribusi

11
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12

pemikiran pada dunia akademis terkhususnya untuk mahasiswa Prodi
Hukum Pidana Islam

2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk
mengembangkan penelitian ini lebih lanjut guna memberikan ilmu
pengetahuan hukum kepada mayarakat

3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada
Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Sultan Thaha Saifuddin Jambi

b. Bagi Masyarakat
Untuk memberikan sumbangan informasi kepada khalayak ramai

mengenai faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak

kekerasan terhadap para demonstran dan penegakan hukum aparat

kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran.

Kerangka Teori

Kerangka teori ialah suatu batasan tentang teori yang dipakai sebagai

L‘afndasan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi setiap

a

S

i
e

WD UIPPRNJIDS DYDUEUD Y

_@éneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran

O _ s
yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan diteliti.

Kerangka teori yang dimaksud dalam penelitian adalah teori-teori yang

unakan dalam penelitian, yakni:

a. Teori Keadilan (Equaity)

12
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a Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil
3 . : : . .

adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama
Fa"

Fﬂengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-
%
ﬁ_@rma objektif. John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama
O

A

djlri hadirnya institusi-institusi ~ sosial (social institutions). Akan tetapi,
rr?enurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan
atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa
keadilan, khususnya masyarakat lemah.?* Keadilan pada dasarnya adalah suatu
konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu
adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu
keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu
skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat
lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai

[

déengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. 2
D

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang biasa

wos

diberikannya kepada masyarakat. la melihat bahwa hasil yang diperoleh itu

hjéndaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan
D
E%ngorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri

o . .
senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap

kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian

9]

=
sesial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, suatu

o7 3ol

aha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif

[

B

1

John Rawls. A Theory of Justice. Oxford Revised Edition; 1999. him. 10
M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, cet. Ke-2,
karta: Kencana, 2014), him. 85.

)
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tuk menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber
ya, singkatnya social engineering semakin efektif”. %

Al-qur’an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau
ilah yang bersangkut-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk

enampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata

W8 DUFNS NIN J§u §dID 3oH ®

'8.

]l. Kata-kata sinonim seperti gisth, hukum dan sebagainya digunakan oleh Al-
qur’an dalam pengertian keadilan. Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian
yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-qur’an dari akar kata 'adl itu, yaitu
sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan
cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau
mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian di atas
terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk

keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata ‘adl dengan

[
+

Wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas

+

D
betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam Al-qur’an.

23
b. Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement)
Menurut Black’s Law Dictionary, law enforcement diartikan sebagai the

ct of putting something such as a law into effect; the execution of law; the

arriying out of a mandate or command. Secara sederhana Muladi menyatakan

.'.53@ ABslanUn 21w

bahwa penegakan hukum (law enforcement) merupakan usaha untuk menegakkan

§] 9]

narma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma

NelvislV

ZZSatjlp'[o Rahardjo, llmu Hukum, cet. Ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2014),him. 174.
B Afifa Rangkuti, SH.M.Hum, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Pendidikan
Istam, Vol.6.No.1, (Januari-Juli 2017), him. 5.

14
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rsebut.?* Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar spirit

LU 8

Aukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan

14

(ﬁlam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses

1S

pembuatan perundang-undangan (law making process).

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai

Lo oU

yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap
perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk
menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam
kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai
tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang
satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum
pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala

karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari objeknya, yaitu dari

$egi hukum. Dalam hal ini makna juga mencakup makna luas dan makna terbatas.

sfecara umum penerapan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang ada
D

g?alam aturan resmi yang sehat dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam
O . : :
masyarakat. Namun penerapan hukum dalam arti sempit hanya dapat melibatkan

penerapan peraturan formal dan tertulis.?®

DU U

%Luthﬁ Ashori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis Vol.
4No. 2, Desember 2017: 148-163

@M Ali Zaidan, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),hIm. 110.
% | aurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, (Yogyakarta:
Bgepubllsh 2015), him. 12-13.
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Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum

h petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan

1% g.l,., o]l

sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang
W
Ez)erlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali
O

A

dfngan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri
cfe_ngan pemasyarakatan terpidana.”’

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah
mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.?®

c. Teori Magashid Al-Syariah

Magashid al-syariah terdiri dari dua kata, magashid dan syariah. Magashid
sendiri merupakan bentuk jama’ dari maqshad yang artinya maksud dan tujuan,
%jdangkan syariah memiliki pengertian hukum-hukum allah yang ditetapkan
l.%'l;tuk manusia dengan tujuan mencapai kebahagian hidup di dunia maupun
Gﬁgakhirat. Maka demikian dapat disimpulkan magashid al-syariah kandungan nilai

yang menjadi tujuan pensyariatan hukum.?

’[‘.
f Sementara itu menurut Imam Syatibhi, Allah menurunkan syariat (aturan
o]
h_gkum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari
5
O
=
—
3
”".

_f.Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990),

film. 58.

#Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Ul Pres,
1983), him. 35.

€ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syaria’ah Dalam Hukum Islam” Sultan Agung,

‘prIXLIV No. 118, (Juni-Agustus 2009), him. 118.
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mudharatan Dengan kata lain, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan
ranyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.*
Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat,

serdasarkan peneitian para ahli ushul figh ada lima unsur pokok yang harus

: DUSNS NN AR I35

%pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal,
Iéturunan, dan harta. Seseorang mukallaf dapat mendapatkan kemaslahatan,
jikalau ia mampu memelihara kelima aspek pokok itu, dan akan merasakan
sebaliknya jika tidak dapat memeliharanya.®

d. Sistem Hukum (Law System)

Sistem hukum ini berkembang di negara- negara Eropa daratan dan sering
disebut sebagai “Civil Law” yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang
berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI
sebelum masehi. Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya

[

l@%)difikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang- undang menjadi
D

stimber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial.
5" Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena

dfwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan
D
térsusun secara sistematik di dalam kodifikasi.*> Karakteristik dasar ini dianut

e

o . . . .
mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian

Atikum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan

DL U

%Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibhi Dalam Kitab Al-
Muwafaqat” Yudisia, Vol.5.No. 1, (Juni 2014), him. 56.
3il-fF,stturrahman Djamil, Metode ljtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), him.

32'Faualr Nurhadianto. Sistem Hukum dan Posisi Hukum di Indonesia. Jurnal TAPIs Vol.11 No.1
ngnuarl -Juni 2015. HIm. 36-39
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hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum
3 . . : :
tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut,
Fa"

I%kim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan
%gengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-
pi@raturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu
pi_érkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja ( Doktrins Res
Ajudicata). Karakteristik kedua pada sistem Civil Law tidak dapat dilepaskan dari
ajaran pemisahan kekusaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis.
Menurut Paul Scolten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-
organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan
undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem Kkasasi adalah tidak
dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya.
Penganut sistem Civil Law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk
%?emutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang
r'éenjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-

=
gndang. Karakteristik ketiga pada sistem hukum Civil Law adalah apa yang oleh

anrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem Inkuisitorial dalam

__'Q_T?-)radilan

% Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam
rg_:engarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan
c}i'rmat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam
siéstem hukum Civil Law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari
v

istiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme

18
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(34

n kejujuran hakim. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam

tem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-

=
Sis

@blasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan
W
fgmbaga—lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber
O

%rsebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi
sis_tem hukum Civil Law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara
penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki
peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law mempunyai
konstitusi tertulis. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal
pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-
peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta
hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara (sama dengan hukum publik di
sistem hukum Anglo-Saxon). Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan

(¥
hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam

=

memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.
Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah
mpir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi
ah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul
dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya
erbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum

lam proses penyelesaiannya. Sedang segi negatifnya, banyak kasus yang timbul

r;m%u;gmggﬁ f\:ﬁﬂ-’r‘ng—b N DILUL

8

bagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia

dang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan.

19

IQUIDT UIpPRNES ©



noas Y oAuDcadwaw Buomo)a 7

yA uoBuyuaday uoyiBnisw Jof

DAIDY Y run)

a1
L

g WIN Wzl oduog undodo ynued wWojop i) sng

]
L

Ll of

HIOONAYE YHYHL NYHLINS
ae: .

dynBuag g

U

o B

WIS MIN I
oéJDy uosinuad ‘uDiyauad ‘uoyipipuad uoduuaday yniun

IWIDf O

ohuoy uodynbusy ‘o

A uospnuad ‘uoeodo) uounsnAusd Lo

NS uonofuly noyo

',_,I:::| DS OLL Nje

g
i |
a
- |
[in ]}
3
d
{
]
Q
=
o
)]
o
i |
Q
Q
=
Q
o
)
i |
a
:—’I
1
a
=
~
9
-
a
&
3
g
J
e
a
3
4
@
]
{1
o
]
3
]
-~
]
N )
|
i |
3
]
@
:
=
1
:l
=~
]
)
-
5
]
o
)]
i |
]

T
&
5]
o
i
G
)
&
[~
o
=
o
8
0
o
o
5,
0

20

12 A0H @

.\
el

o

kum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya.

eh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya

] AU K

Eﬁnderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang.

S

Erakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan
éelakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.
:3 e. Sabotase Hukum (Sabotage of Law)

Secara umum, sabotase merujuk pada suatu kegiatan atau aktivitas merusak
fasilitas yang dapat mengganggu suatu pihak. Sebagai contoh, tindakan ini biasa
dilakukan oleh pemberontak yang tidak puas dengan kinerja pemerintah.®® Akibat
ketidakpuasan tersebut, mereka merusak fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah dan
sebagainya Sabotase berasal dari bahasa Prancis, yaitu “sabot” yang artinya sepatu

kayu. Istilah ini digunakan pada abad ke-19 saat terjadi PHK besar-besaran akibat

industri Prancis. Hal tersebut yang kemudian membuat masyarakat dan pekerja

[
+

elakukan perusakan terhadap mesin-mesin industri dengan memasukkan sepatu

Bl o
<
[
=
o
=2
QD
3
2
j<})

Seiring berjalannya waktu, kata “sabot” kemudian diadaptasi ke dalam

BUN DI

hasa Inggris, menjadi sabotage, yang artinya merusak. Biasanya, istilah sabotage

gunakan dalam situasi perang. Hal ini berhubungan untuk mendeskripsikan suatu

ABSIS

tivitas individu atau grup dengan tujuan menghancurkan atau merusak.
Berikut pasal tentang perusakan dalam KUHP yang lama yang masih

rlaku. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,
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3§https:llwww.merdeka.co m/jateng/sabotase-adalah-tindakan-perusakan-berikut-ciri-ciri-dan-
cgntohnya-kln.html
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ééluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling
éma 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.** Dijatuhkan
éd ana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
%

@embunuh merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan
Q

hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. dapun unsur-unsur
S

dari Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu:

a) Barang siapa;
b) Dengan sengaja dan melawan hukum;
¢) Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat
dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; dan
d) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
Apabila semua unsur dalam pasal perusakan KUHP tersebut terpenuhi,
pelakunya dapat dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda

[

ﬁéling banyak Rp4,5 juta, sebagaimana telah disesuaikan dengan Perma 2/2012.

% f. Budaya Hukum (Legal Culture)
::’ Jika suatu masyarakat diperhatikan, maka akan nampak walaupun sifat-sifat
%dmdu berbeda-beda, namun para warga keseluruhannya akan memberikan reaksi

yang sama terhadap gejala-gejala tertentu. Dengan adanya reaksi yang sama itu maka
O

lg_éereka memiliki sikap yang umum sama. Hal-hal yang merupakan milik bersama
térsebut dalam antropologi budaya dinamakan kebudayaan. Ditarik dari pengertian
gg'ng demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan
éanusia yang demikian luas.

&

34'https /Iwww.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-perusakan-barang-milik-orang-lain-dalam-
kth [t507¢193a38a75

LI
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Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan
tara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya
kum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. > Namun
ademisi Ralf Michaels menilai bahwa konsep budaya hukum sendiri tidak

emiliki definisi yang pasti dan kajian budaya hukum dalam pandangannya

ue3 r;nLS—i|g ER >1% U D]

cenderung mengesampingkan kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum.®

@D

Budaya hukum dianggap memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung pada
latar belakang akademis apa yang dimiliki si pengkaji. Budaya hukum yang jelas
adalah persinggungan antara hukum dengan budaya tetapi batas di antara keduanya
masih kabur.

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu
terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan
ternadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan
t{é:ﬁntang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan

tﬁnggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati

Lu

masyarakat bersangkutan. Diketahuinya budaya hukum masyarakat setempat

merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan

|3

L[

\asyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan
rilaku manusia. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan
pdaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan

rilaku. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari

r;uur;nug ur;ngu‘uggu Agsiof

L5

ﬂhttps /lid.wikipedia.org/wiki/Budaya_hukum
%Muhd Sudirman Sesse. Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum
Nasmnal Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, him 171 - 179
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keadaan masyarakat, sisttm dan susunan masyarakat yang mengandung budaya
3

hukum tersebut.

Fa"

Z Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan
o

au penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. la menunjukkan sikap perilaku

DU

A

%anusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam
rﬁasyarakat. Tipe budaya hukum dapat dikelompokkan dalam tiga wujud perilaku
manusia dalam kehidupan masyarakat yaitu:

1) Budaya parokial (parochial culture),

2) Budaya subjek (subject culture),

3) Budaya partisipant (participant culture)

Pada masyarakat parokial (picik), cara berpikir para anggota masyarakatnya
masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya

sendiri. Masyarakat demikian masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri,

[
+

kaidahkaidah hukum yang telah digariskan leluhur merupakan azimat yang pantang
D

diubah. Jika ada yang berperilaku menyimpang, akan mendapat kutukan. Masyarakat

=
tipe ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemimpin. Apabila pemimpin

bj%rsifat egosentris, maka ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Sebaliknya jika sifat

a

s}

E%mimpinnya altruis maka warga masyarakatnya mendapatkan perhatian, karena ia
renempatkan dirinya sebagai primus intervares, yang utama di antara yang sama.
Pada umumnya, masyarakat yang sederhana, sifat budaya hukumnya

osentris, lebih mengutamakan dan membanggakan budaya hukum sendiri dan

r;nL,g. uoyyns3o

@enganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum orang lain. Dalam masyarakat

S

@daya subjek (takluk), cara berpikir anggota masyarakat sudah ada perhatian, sudah

23
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e

bul kesadaran hukum yang umum terhadap keluaran dari penguasa yang lebih

= : : : A
tinggi. Masukan dari masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali. Ini
Fa"

I

QLisebabkan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat masih
%
t'grbatas dan ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari penguasa.

9]

Orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada,

wior

sudah ada sikap menerima atau menolak, walaupun cara pengungkapannya bersifat
pasif, tidak terang-terangan atau masih tersembunyi. Tipe masyarakat yang bersifat
menaklukkan diri ini, menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi, apalagi
berusaha mengubah sistem hukum, norma hukum yang dihadapinya, walaupun apa
yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya. Pada
masyarakat budaya partisipan (berperan serta), cara berpikir dan berperilaku anggota
masyarakatnya berbedabeda. Ada yang masih berbudaya takluk, namun sudah
banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena ia merasa
gbagai bagian dari kehidupan hukum yang umum. Disini masyarakat sudah merasa
réempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan
%merintahan. la tidak mau dikucilkan dari kegiatan tanggapan terhadap masukan
éfﬂn keluaran hukum, ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan, merasa

_t%rlibat dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut kepentingan umum maupun

a

O
kﬂgpentingan keluarga dan dirinya sendiri.

Biasanya dalam masyarakat demikian, pengetahuan dan pengalaman

ggotanya sudah luas, sudah ada perkumpulan organisasi, baik yang susunannya

DU uoulr

berdiri sendiri maupun yang mempunyai hubungan dengan daerah lain dan dari atas
[

@ bawah. Budaya hukum, sebagaimana diuraikan, hanya merupakan sebagian dari

24
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A

sifat watak pribadi seseorang yang kesemuanya saling bertautan

B

LB =

§3 o) . - .

g stkap dan perilaku yang mempengaruhi sisttm dan konsepsi hukum dalam
-
' 3 : : . . .
,EJ' = masyarakat setempat. Masih ada faktor-faktor lain yang juga tidak kecil pengaruhnya
O o o
d g =
@ e terhadap budaya hukum seperti sistem dan susunan kemasyarakatan, kekerabatan,
e
@ 5 iy
= - Igeagamaan, ekonomi dan politik, lingkungan hidup dan cara kehidupan, disamping
ga 0

e LA

|..-\.|

F.  Tinjauan Penelitian Terdahulu

‘Buopup-Buopun iBunpuyg opdiD yoH

Tinjauan pustaka adalah kajian teori-teori dari pustaka yang berkaitan dan

yrun@s noyo uop uoiboges dynBusw Buouopg - |

wad uoBuuadsy ynjun cAuoy uodynBusad o

mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan yang

5

a

bertujuan untuk membedakan penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga

B
O
oan BuoA uoBuyuaday uoBnisw JoL

03 L un|

OAID

memperkuat keaslian dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran

LINgS WM i

Yo DS O NLons uonoiull neo g uospnued uosodo] uounsnAusd Yo oduoy uosinuad uoiyauad uoyio

ternadap penelitian sebelumnya, sehingga penulis menemukan beberapa skripsi

IWIDf O

yang mempunyai kolerasi dan tema yang hampir sama dengan skripsi ini. Berikut
e

e}?éialah peneliti yang telah dilakukan terdahulu sebagai berikut :

7 1. Skripsi yang ditulis oleh Deswir Saputra37 Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah Dan Hukum, dalam skripsinya
yang berjudul “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi

Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis” yang sama dengan

penulis yaitu membahas tentang menyampaikan pendapat dimuka umum

|50 JagUUNS UDyiNgaAUSLl 0P UDYLUINuDIuSLW oduny iU sijng oAIDy

melalui aksi demonstrasi. Skripsi yang ditulis Deswir Saputra ini lebih

IGLUDE oUIne Wi Wzl odung undodo jnjuada woop Ui spng

spesifik membahas mengenai penyampaian pendapat menurut hukum

DUDUL UDYINS JO ALISISAIUN DILUDIS

islam melalui aksi demonstrasi atau unjuk rasa berbeda dengan skripsi

LA

:{:ﬁ'_Deswir Saputra, “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan
\parat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
21
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(a3 B3 P

penulis yang membahas upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang
melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran.

. Skripsi yang ditulis oleh Adinda Rahma Aprilia® Universitas Pancasakti

dynBuag g

U

Tegal, Fakultas Hukum, dalam skripsinya yang berjudul “Tindakan

Represif dari POLRI dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat ”” yang

D PUINS NIN 1L D)
N

y BAUbcpadwaw Butuo)g 7

B
O
oan BuoA uoBuyuaday uoBnisw JoL

e LA

sama dengan penulis yaitu membahas tentang tindakan represif dari

|..-\.|

aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa. Skripsi yang ditulis
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Adinda Rahma Aprilia ini lebih spesifik membahas mengenai bagaimana

yrun@s noyo uop uoiboges dynBusw Buouopg - |

wad uoBuuadsy ynjun cAuoy uodynBusad o

aturan dari aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat

5

a

dan tindakan kepolisian ketika menghadapi unjuk rasa berbeda dengan

03 L un|

OAID

skripsi penulis yaitu membahas faktor yang menyebabkan aparat

LINgS WM i

Yo DS O NLons uonoiull neo g uospnued uosodo] uounsnAusd Yo oduoy uosinuad uoiyauad uoyio

kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran.

IWIDf O

3. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Nugraha Pratama® Universitas
Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum, dalam skripsinya yang
berjudul “Penegakan Hukum Korban Aksi Demonstrasi Terhadap
Tindakan Represif Aparatur Kepolisian” yang sama dengan penulis yaitu
membahas tentang tindakan represif aparatur kepolisian terhadap
demonstran. Skripsi yang ditulis Mohammad Nugraha Pratama ini lebih

spesifik membahas mengenai penegakan hukum korban aksi demonstrasi

|50 JagUUNS UDyiNgaAUSLl 0P UDYLUINuDIuSLW oduny iU sijng oAIDy

terhadap tindakan represif aparatur kepolisian berbeda dengan skripsi

IGLUDE oUIne Wi Wzl odung undodo jnjuada woop Ui spng
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dinda Rahma Aprilia, “Tindakan Represif dari POLRI dalam Menghadapi Unjuk Rasa
ﬁasyarakat”, Skripsi Universitas Pancasakti Tegal, 2020

%Mohammad Nugraha Pratama, “Penegakan Hukum Korban Aksi Demonstrasi Terhadap
’Iindakan Represif Aparatur Kepolisian”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021
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a penulis yaitu membahas upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang
3 :

= melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran.

Fa"

Z

2

G. Metode Penelitian

=

O

= Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang

‘;’erdasarkan pasa metedologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan

<l

permasalahan manusia.® Metode penelitian merupakan suatu cara untuk
memperoleh kembali penyelesaian terhadap segala permasalahan. Dalam
penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu:
1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis tergolong kedalam jenis
penelitian hukum normatif (doktrinal).
2. Pendekatan Penelitian
;?Pendekatan penelitian ini yang tergolong dalam penelitian hukum normatif
%aka menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu
@%ngan menelaah semua Undang-Undang dengan regulasi yang bersangkut paut
é;ngan isu hukum yang sedang tangani.**
Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer

n data sekunder. Data primer adalah suatu objek atau dokumen original atau

18 DUDUBUDUYYNS JO AlRIS

{ -

oko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005),
Rim.1.
QPeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 93.
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el

aterial mentah dari responden yang dikumpulkan dari situasi aktual.*?

3

dangkan data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh

| gL

%cara tidak langsung atau melalui sumber perantara.*® Penelitian ini
%
'@enggunakan data sekunder, yang mana data yang didapatkan dengan melakukan
O

szudi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan dengan membaca,
rﬁ_engutip, mencatat buku-buku dan menelaah perundang-undangan yang
berkaitan dengan tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para
demonstran.
b. Sumber Data
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dapat berupa bahan
pustaka atau orang (informan atau responden). Adapun sumber data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer terkait dengan penulisan skripsi ini, bersumber dari Pasal 2
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, fungsi
kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

2) Data sekunder yang digunakan merupakan bahan yang menjadi

penunjang data primer, seperti buku-buku, jurnal dan karya ilmiah

lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

DU UDUHNS JO AUSISAIUN DIWD(S| 81DIS

% Noor Muhammad Aziz, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan
Reraturan Perundang-Undangan”, JurnalRechtsVinding BPHN, Vol. 1 No. 1, ( Januari — April
2012), him. 19.

% 1shag, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung:
abeta, 2017), him. 99
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4 Teknik Pengumpulan Data

3 : .

= Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk

mengumpulkan data serta fakta-fakta dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun

1S

Eengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
O

k}pustakaan (library research), sehingga instrumen yang digunakan untuk

A

mengumpulkan data adalah studi literatur, yang kemudian diolah dengan cara
menelusuri, membaca, dan mencermati pemahaman yang ada dalam pustaka dan
sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
5. Teknik Analisis Data
Setelah pengumpulan data dengan lengkap, tahap selanjutnya yang
dilakukan adalah analisis data, pada data ini akan dimanfaatkan sedemekian rupa
sehingga diperoleh fakta-fakta yang digunakan untuk menjawab persoalan atau
permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian, setelah jenis data
’;’l:?jikumpulkan maka analisis data penelitian ini akan bersifat kualitatif,
émengunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu sebuah teknik yang

=
~digunakan dalam menganalisis dan memahami teks pada literatur secara

?komperehensif dan mendalam.** Yang mana penerapannya diterapkan guna

Sl

—menelltl tentang Tindak Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap

emonstran kemudian mengkaji terkait faktor dan upaya penegakan hukum

1540 A

aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran.

|#:ur;ng pyoy| uoD

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi llmu Syariah dan Hukum, Cet.1, (Jambi:Fakultas
rlah UIN STS Jambi, 2020), him.66.
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H.  Sistematika Penulisan

= . - :

= Dalam upaya memberikan pedoman dalam penelitian dan penulisan serta
Fa"

fﬁtuk memberikan gambaran bagaimana penulisan dan laporan dilakukan, maka
%

d_T;susun sistematika penulisan sebagai berikut:

O

A

o Bab | Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan
Ejasalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Penelitian
Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, diharapkan Bab
pendahuluan dapat memberikan dan memperlihatkan kerangka, arah dan pijakan
penulisan.

Bab Il Tinjauan umum tentang tindak kekerasan yang dilakukan aparat
kepolisian yang mencakup pengertian kepolisian, tugas serta wewenang
kepolisian, dan pengertian unjuk rasa.

Bab I Berisi tentang gambaran demonstrasi yang mencakup

(¥

perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dimuka umum serta
D

bentuk tindakan kekerasan aparat kepolisian.

Bab IV Berisi faktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan

ndak kekerasan terhadap para demonstran, memaparkan yang menjadi penyebab

a&un oW

/@5l

rjadinya aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap demonstran

810

ta upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan

rhadap demonstran.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang

BUIDU | Uy r

erupakan inti sari dari penelitian.
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TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH
KEPOLISIAN TERHADAP DEMONSTRAN

FJINS NIN AW DLAID A0H @

Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak untuk

S 1aLuor

erugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan
suatu kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut tidak
berakhir positif. Kekerasan bukan merupakan hal yang baru terjadi dimasyarakat,
didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan
bahwa:

“Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap
orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.
Berdasarkan pasal ini sudah jelas bahwa tindakan kekerasan merupakan suatu
a

A

tindak pidana kejahatan berupa kekerasan yang dapat dihukum dan diadili sesuai

W

d?gngan aturan yang berlaku. Sebelum jauh kita membahas mengenai apa itu

0
tindak pidana kekerasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa
=

@ng dimaksud dengan tindak pidana. Istilah yang biasa digunakan didalam
Hilkum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah ini muncul dan tumbuh dari kalangan

—t

@mentrian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan.

S
lgeskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan™ tapi “tindak” tidak

.
menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan

31
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adaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa
dak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.®
Tindak pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu criminal act.

rtama, karena criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan

OUFNS NIN B

k@ta lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena

A

criminal act ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan
criminal liability atau responsibility. Jadi untuk dapat dipidananya seseorang
selain dari orang itu melakukan tindakan pidana orang itu juga harus mempunyai
kesalahan (guilt).

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka tindak pidana
merupakan suatu tindakan atau tingkah laku dari seseorang atas kehendak sendiri
atau pun orang lain yang dilakukan olehnya dan kelakuan tersebut merupakan
suatu perbuatan yang yang dilarang sehingga timbul adanya suatu
égrtanggungjawaban pidana oleh pelaku tindakan tersebut dari perbuatan itu
%ndiri. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dari pengertian tindak pidana

=
maka kita akan berlanjut memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan.

Sfebelumnya Kita sepakati bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan jahat yang

=

(fapat mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga
kekerasan dapat kita golongkan sebagai sebuah tindakan kejahatan.
Menurut Warih Anjari, Kejahatan memiliki dua makna, yaitu:®

+Kejahatan dalam arti sempit (Yuridis Sosiologis) adalah segala perbuatan yang

DU UD YL NSZT

@erugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi

)

E@Moeljatno Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008), him..60.
9‘*Anjarl Warih. Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence). Jurnal WIDYA
‘tqutma Volume 1, No. 1, 2014), hlm 45.
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alD JOH @

y_ang diterapkan biasanya berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan

atau adat),

—

Pl
%;erjahatan dalam arti luas (Yuridis Normatif) adalah perbuatan-perbuatan yang

@;erugikan masyarakat secara abstrak diatur dalam hukum positif (kaedah
@kum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan
;énegakannya diserahkan kepada Negara. Misalnya diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan
undang-undang lainnya yang memuat sanksi rigid.

Kejahatan dengan kekerasan merupakan tindakan pidana yang sudah
diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yasmin Anwar Adang
mengemukakan bahwa Membahas tentang tindakan kejahatan berupa kekerasan

merpakan hal yang sulit, karena kejahatan kekerasan intinya merupakan tindakan

anarkis yang bisa dilakukan oleh siapapun, misalnya tindakan berkelahi,

Ie

r'ﬁ'enikam, memukul, menampar, menghantam, dan yang lainnya merupakan

BOos

gala bentuk kejahatan kekerasan yang sering terjadi. Kejahatan kekerasan juga
rupakan tindakan yang biasa namun tindakan yang sama pada suatu situasi
g berbeda akan disebut penyimpangan®*

Menurut Thomas Santoso, kekerasan (geweld) itu merupakan benuk

IBS JO .-"».J&‘ga AILB) DI

rbuatan dengan memanfaatkan kekuatan fisik yang lebih besar, yang ditujukan

]l

rhadap orang-orang yang mengakibatkan orang lain (fisiknya) tidak mampu dan

ak berdaya. Dalam hal ini bentuk pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan

gmﬁu

da fisik orang lain (manus manistra), sehingga orang menerima kekerasan fisik

nwar Adang, Yesmi., Kriminologi. (Bandung:: PT. Refika Aditama, 2010), him, 33.
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)

12 YOH

'
ol

i tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang

=

ehendaki oleh pembuat penyuruh.®?

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa tindak pidana kekerasan

dik
Fat
Z
[y

erupakan merupakan suatu tindakan atau tingkah laku dari seseorang dengan

DUB

maksud sengaja ataupun diperintah untuk melukai fisik seseorang yang
S

mengakibatkan seseorang tersebut tidak mampu untuk memberikan perlawanan
terhadap tindakan kekerasan tersebut, maka pantas untuk diberikan perlindungan

dari tindakan-tindakan yang mengancam dirinya.

B. Pengertian Aparat Kepolisan
Istilah “Polisi” pada dasarnya berasal dari Yunani yaitu “Politea” yang
berarti seluruh pemerintah negara kota, di Indonesia sendiri istilah “Polisi” berasal

dari Indonesianisasi dari Belanda “Politie”. Dalam bukunya “The Blind Eye of
[y

H:’istory” Charles Reith, mengartikan polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk
D

femperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.*® Lebih lanjut

=
Momo Kelana mengambil terjemahan dari Polizeirecht mengatakan, bahwa istilah

pj%)lisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup
E—f_énjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua
(i'a;lam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-
b:_%*rsoalan tugas dan wewenang dalam rangka menhadapi bahaya atau gangguan

=
lSeamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum

LD

Eff;jUtomo, Warsito Hadi, Hukum Kepolisian di Indonesia., ( Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005),
AIm.. 5.
?;fSadjijono, Mengenal Hukum Kepolisian. (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), him.

34

LUD LIk

i
et



HIOONAYE YHYHL NYHLTS

¥ oAU Dcpad waw Bunio)g 7

CAIDYY L run|

JUNe WIn uzl oduog undodo yn jua Wwojop iul sng o

&l
Ly

Ll ep

L

i G A

dynBusag "q

uad uoBuyuaday ynun oAuoy uodynBuayd "o

LD

oA BuoA unBuyuaday uoyiIBrisw 3o

DUINS NI X

LD

i-_.
o
__fl
o
i
]
i
__fl
o
i
]
2
=
&
o]
-
o
&5
3
=]
o
i}
]
":
&
o
S
=}
o]
o
2
o
__fl
o
i
]
2
=
o
2]
-
=
o
o
o
=
=
o
2]
-
L
&
=
5
&
=
&
_T

g
9
a
-
e ]
3
]
g
)
Q
=
o
]
or
|
Q
i |
=
a
o
N )
a
a
:I'I
]
a
=

|50 JaCLUNS UDYINgaAUSLL DP UDYLWUINUDIU e oduny iul sing oAIny

T
o
=]
0o
i
a
=
o
2
e
c
o
=
0
—
o
o
0

35

)

I

O

0O

o

melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan peraturan perundang-
3

andangan.**

prd . .

v Menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala
s_e suatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah
@kum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan kepolisian

4
el

serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya.
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002
tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi
dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah
kepolisian dalam undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian,

yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Sedangkan menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur
é:é"gala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi

(D
agdalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan
O

A

kepolisian serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya.

1

@_samping arti tentang polisi dikaji pula mengenai hokum kepolisian. Hukum

<

%_ng mengatur polisi sebagai fungsi adalah hokum kepolisian dalam arti materiil,
s_épangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian
w

d%llam arti formal, disebut juga hokum administrasi kepolisian®

a
=

= Hukum kepolisian mengatur dan menentukan lapangan-lapangan
a

@gkerjaan tertentu dengan batas-batas tertentu pula sebagai tugas polisi dalam
&

£Z:'Sadjuono Mengenal Hukum Kepolisian.( Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008),. him. 7

Q
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T
Q
0,
®)
pengaturan tugas tersebut terdapat perbedaan arti tugas polisi, dalam arti luas
tagas polisi ialah menjamin tata tertib dan keamanan sedangkan tugas polisi dalam
5iti sempit ialah menjamin hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dapat
o
djkatakan bahwa bagian hukum kepolisian mengatur tentang tugas tersebut
Q
merupakan bagian yang mengenai kompetensi kepolisian dan mengatur kepolisian
S
dalam keadaan diam, karena mengatur kepolisian tidak dalam keadaan

melaksanakan tugasnya maka dalam arti demikian dapat dikatakan sebagai
“Hukum Kepolisian Diam” sedangkan bila kepolisian sedang melaksanakan
tugasnya maka berarti kepolisian sudah bergerak, sehingga timbullah hubungan
yang berupa “pelaksanaan” hukum kepolisian yang mengatur hubungan tersebut,
dalam arti bahwa hukum kepolisian mengatur bagaimana polisi melaksanakan
tugas atau wewenangnya dalam arti yang demikian dapat dikatakan sebagai
hukum Kepolisian Bergerak. Menurut Momo Kelana, hukum kepolisian adalah

[y
hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang dalam lingkungan

=]

Ktiasa, waktu, tempat dan soal-soal.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan

un 21w

%ng mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar atau
!

rﬁénimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum

kepolisian terdapat perbedaan antara sumber hukum kepolisian dalam arti formil

+

-
d}n sumber hukum kepolisian dalam arti materiil. Sumber hukum formil adalah

sa:q'mber hukum vyang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya sebagai

U

p%rnyataan berlakunya hukum. Di dalam sumber hukum formil tersebut

2

d

@perhitungkan bentuk dan tempat hokum dibuat menjadi hukum positif oleh

36
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=
b

instansi pemerintah yang berwenang. Sedangkan sumber hukum materiil adalah

d

el

A

samber hukum yang menentukan kekuatan dan berlakunya suatu ketentuan

@kum. Adapun yang termasuk sumber hukum formil adalah:®

W
i{: Undang Undang Dasar 1945, yang merupakan sumber dari segala sumber
@kum dinegara kita, termasuk hukum kepolisian yang mempunyai arti segala
[%raturan yang ada di negara kita ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya
mengenai tujuan nasioanal, yang menyatakan bahwa : “melindungi segenap
bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, selanjutnya dalam pasal 27
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa : “segenap warga
negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintah dari para warga negara, diperlukan suatu
Q’fmbingan dan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan tersebut dapat
gtitikberatkan pada pentingnya tertib hukum dan kesadaran bernegara, cara yang

6_§ik. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) dapat

0
dipakai ssebagai sumber hukum kepolisian.

=

%_Undang-undang, hampir sebagian besar materi hukum kepolisian kita di dalam
@raturan perundang-undangan yang beraneka ragam dan banyakjumlahnya, kita
W

hjempunyai Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
®

Republik Indonesia, tetapi masih ada undang-undang lain yang merupakan
A

=

sﬂmber hukum kepolisian yang tersebar dalam berbagi undang-undang.

Q

o

o}

83

adjijono, Mengenal Hukum Kepolisian. (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), him. 34
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Peraturan Pemerintah, yang dimaksud ketentuan pemerintah disini adalah

LU I3PAID J0H ©

peraturan pemerintah yanng dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan suatu

fﬁdang-undang tanpa harus mendapat persetujuan dari DPR. Dengan kata lain
o
b}raturan pemerintah disini adlah pelaksanaan dari suatu undang-undang, contoh :

J

raturan pemerintah No. 27 tahun 1983; ini merupakan peraturan pelaksanaan

el

A

dari UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.

4. Keputusan presiden, keputusan presiden ini berisikan keputusan yang bersifat

khusus dengan maksud untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi.

5. Keputusan Kapolri, didalam tata urutan peraturan perundang-undangan pada
urutan terakhir terdapat kalimat “peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya” ini di

dalamnya terdapat keputusan Kapolri.

Yang termasuk sumber hukum dalam arti materiil adalah :

Kebiasaan Praktek Polisi, disamping hukum perundang-undangan yang

S| BIDIS

emberikan sifat kepastian pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan

DILEBD

masyarakat terdapat hukkum lain yang mempunyai Kkeelastisan untuk
=

r_:ﬁenyesuaikan diri dengan hubungan sosial yanng selalu berubah. Hukum

Kézbiasaan ini merupakan kaidah-kaidah yang tidak ditentukan oleh badan

—t

Eﬁrundang-undangan, dalam suasana yang nyata ditaati juga oleh karena orang
-
@ng sanggup menerima kaidah itu sebagai hukum. Selain itu hukum kebiasaan
.
jdga mmbentuk hukum kepolisiaan, sering terjadi hal=hal yang dihadapi oleh

p?glisi sesuai dengan hakekat hukum atau jiwa dari undang-undang sehingga
Oy

E‘ébiasaan praktek kepolisian secara sosiologis diterima.
o)

=

Q 38
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Traktat sebagai sumber hukum kepolisian Traktat memuat tentang syaratsyarat

n kewajiban negara anggota di dalam tugas-tugas pemberantasan kejahatan

N 8 5T

lﬂternasional, selain itu juga mengatur tentang prosedur dan hubungan badan
w
I'SEpoIisian antar negara serta persoalan-persoalan yangmenyangkut ekstradisi.
i

i

Maka traktat mengalir, ketentuan-ketentuan tentang tugas, status dan wewenang
S
badan kepolisian dalam rangka kerjasama memberantas kejahatan Internasioanal

serta merupakan sumber hukum kepolisian untuk hubungan internasional.

c. Yurisprudensi, dengan maksudnya Jurisprudensi sebagai sumber hokum
kepolisian, maka dalam hal ini hukum kepolisian memberikan tempat yang
penting bagi keputusan hakim. Dengan demikian peranan hakim dalam

pengembangan hukum kepolisian sangat penting.

C. Pengertian Demonstran

Demonstrasi (unjuk rasa) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan
kumpulan orang dihadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan
dapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu
hak Secara teoritis, aksi unjuk rasa adalah bagian dari mekanisme interaksi
tar anggota atau kelompok masyarakat di ruang public yang tidak seharusnya
rakhir dengan suasana tragis. Jika saja aksi unjuk rasa warga atau kelompok

asyarakat direspon secara positif baik oleh pemerintah.

Unjuk rasa atau demonstrasi ini biasanya dilakukan untuk mendukung atau

S DUDULBIDUZNS 4B AEsA |E] ORUDIS| 81018

nolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta,

39
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dio YoH @&

menurut Pasal 1 angka 3 pada Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang

éemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, disebutkan bahwa

s 4

pengertian unjuk rasa adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih
[
U_‘g\tuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara
Q
demonstratif di muka umum. Dalam kalimat yang dimaksud dengan dimuka
3

amum dalm Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 9 tahun 1998 adalah dihadapan
orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi atau

dilihat setiap orang.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dipandang sebagai hak setiap
warga negara untuk menyampaikan pikiran dan lisan, tulisan dan sebagainya
secara bebas dan bertanggung jawab sesuai denagan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, hak warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat
(.;J}muka umum merupakan hak yang bersifat universal namun dalam
;erWUJudannya harus sesuai dengan tujuan kegiatannya tersebut seiring dengan
%rkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak politik yang
ada dan diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk undang-undang yaitu

=
&hdang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

cﬂ Muka Umum

o

= Unjuk rasa lahir dari massa kongkrit yang bersifat spontan, lebih
=3

Q

emosional dan irrasional, dalam bentuk unjuk rasa terdapat seseorang pemimpin
=

®

=

Q

[y

)

gJ__;\IrUndang undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka
Umum

=

Q 40
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dio YoH @&

massa sebagai pemegang komando massa yang membawa massa ke arah tujuan

3

anjuk rasa.

prd i . i

v Dengan demikian dalam perilaku sekelompok orang berbagai bentuk
ujuuk rasa atau demonstrasi, tidak dapat berdiri sendiri karena ia terkait pula

;%ngan banyak aspek, seperti halnya keadaan sosial, ekonomi sekitar, psikologi,
f%ktor keadilan dan berbagai kerawanan lainnya. Faktor eksternal terebut secara
kongkret dapat berupa tuntutan pemutarbalikan posisi seorang pejabat, atau tidak
dilaksanakannya ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemegang

kekuasaan perorangan maupun kelompok.

Unjuk rasa dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai sikap reaktif
dari individu atau suatu kelompok masyarakat terhadap suatu permasalahan yang
dihadapi. Jadi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kebebasan bagi warga
@égara untuk mengemukakan pendapatnya. Unjuk rasa timbul karena adanya sifat

+

D
yang mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
Q

aﬁaupun pihak swasta.

Secara umum masalah unjuk rasa telah diatur dalam undangundang dasar

AgsisAlun 2

45 amandemen keempat, bab X tentang warga negara dan penduduk pasal 28

yang menyatakan bahwa : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan

|N&S|O

ikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang”.

r;E

Selain itu terdapat juga pada bab XA, tentang hak asasi manusia undang-

Eoyoyl u

dang dasar 1945 pasal 28e ayat (3) yang menyatakan bahwa : “setiap orang

rhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

41
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Pasal 28 undang-undang 1945 tersebut merupakan peraturan yang bersifat

W ydio 3YoH &

amum (generalis) pasal 28 undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa
@merdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran diatur dengan
[

lﬁ_‘g\dang-undang, maka diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur
i

i

mengenai pelaksanaan dari hak seseorang atau warga negara untuk mengeluarkan
S

pendapat. Undang-undang no. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan
pendapat di muka umum dibuat sebagai peraturan lex spesialis bagi perlindungan

hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga terdapat pada undang-undang
no. 39 tahun 1999% tentang hak asasi manusia, yang tercantum dalampasal 23
ayat (2) dan pasal 25 ayat (1). Pada pasal 23 ayat (2) menyebutkan : “setiap orang
bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati
r;y:]rani, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik
Eéngan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan
|§num dan keutuhan bangsa. Sedang pasal 25 ayat (1) menyebutkan: setiap orang
rhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk

gok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan Undang-undang No. 9 tahun 1998, kemerdekaan

gu 15 JO :Lma LS g_:nll

nyampaikan pendapat sejalan dengan pasal 19 deklarasi universal hak-hak

210U

asi manusia yang berbunyi : “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai

ndapat dengan tidak mendapat gangguan dan untukmencari, menerima dan

fgi'bl

ndang undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

42
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a2 oY o)

enyampalkan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak

w s

memandang batas-batas”.

Sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 1998, tentang

r@ NS NIN

merdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyebutkan bahwa :

Setlap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan

[e-=Vle]p

pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemonstrasi dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan undang-

undang ini.

Ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 1998, bahwa
penyampaian pendapat umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, mengenai hak dan kewajiban warga Negara dalam
O

A

Fﬁenyampaikan pendapat diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang No. 9

J)5

tqhun 1998 yang menyebutkan :

Mengeluarkan pikiran secara bebas.

SlIsIaA |% n i

“Memperoleh perlindungan hukum. Pasal 6 Undang-undang No. 9 tahun 1998

i

ngatur tentangkewajiban warga negara dalam kaitannya dengan kebebasan

Ir @m

nf]engeluarkan pendapat di muka umum, adapun bunyi ketentuan tersebut adalah

3

sebagai berikut warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum
Q

Eerkewajlban dan bertanggung jawab untuk

43
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Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.

Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.

Menaan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¢ Menjaga dan menghormati keamanan dan kesatuan bangsa.

P IQUUISE DULRS N *']‘%uu_u rjPi

. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Selama pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, aparatur
pemerintah menurut pasal 7 Undang-undang No. 9 tahun 1998 berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk :

a. Melindungi Hak Asasi Manusia.

b. Menghargai asas legalitas.

<=

€ Menghargai prinsip praduga tak bersalah.

Menyelenggarakan keamanan. Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka
um menurut pasal 9 Undang-undang No. 9 tahun 1998 dapat di bedakan

Iam

Unjuk rasa, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk

15 1E AlSISRIUNEDILWBS| 3l

mengeluarkan pikiran dengan llisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di
-

0
muka umum

Pawai, merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan

44
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c-Rapat umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan

W Rdi2 JoH @

pendapat dengan tema tertentu.

—

é Mimbar Bebas, merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum

yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Hakekatnya pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka

quuof

umum oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah bertujuan untuk :

a. Mewujudkan kebebasan yng bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan

hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945

b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan
dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat

L

¢; Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas

=1

setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tangung jawab dalam kehidupan

2]

(%mokram

Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat
erbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau

lompok.

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

BUL UDUYHNE O AFIsISRUN

ndapat di Muka Umum mengatur juga sanksi terhadap pelanggaran ketentuan-
tentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, contohnya seperti pasal 16

ndang-undang No. 9 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa : “Pelaku atau

45
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@ Hak ci

uatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan
46

serta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan

entuan peraturan perundang-undangan”.

o]

p& mik UBI Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undarng:
1. Dilarang mengutip sebagiaon dan atau seluruh karya tulis ini fanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya unfuk kepentingan pendidikan, penelition, penulisan karya iimioh, penyusunan laporan, penulsan kritik ataw finjouvan seatuo masalah.

sinmam e s b Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

Jd A MmO

2. Dilgrang memperkanyak seboagaian dan atau seluneh karya tuls 1n dalam bentuk apapun fanpa izin UWIN Sutha Jami
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KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MENERTIBKAN

DEMONSTRASI DI INDONESIA
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Tugas dan Kewenangan Polisi dalam mengatur demonstran di Indonesia

=R e
LU

-\.
el

Pada Undang-Undang Dasar 1945 BAB XII tentang Pertahanan Keamanan

I€
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Negara, Pasal 30 ayat (1) sampai (5) menyebutkan tugas Kepolisian Indonesia
yang menjadi acuan UU No.2 tahun 2002, adapun isi dari pasal 30 ayat (1) sampai

(5) adalah :

1. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan

dan keamanan Negara

2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system

ILID DUINg NI Joloa BuoA uoBuyuadsy uoyBn

YO DS O NLons uonofull nejo iy uospnued ‘uoscdo] uounsndusd Yol ooy uospnued ‘uoijsusd ‘uoypipuad uoBuuaday ynun cAuoy uodynbuad "o

[y
pértahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia pada

D
pasal 14 ayat (1) kepolisian bertugas :

* Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap

glatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan

|50 JaCLUNS UDYINgaAUSL DP uDywInuoauaw oduoy iun spng Aoy yrun@s noyo uop uoibogas dunbuaw Buoiopg |

Iancaran lalu lintas di jalan;

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
kum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

peraturan perundang-undangan

47
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12 YOH

i~
1.4

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

Memellhara ketertiban dan menjamin keamanan umum

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian

usus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

wiordul r"g NINS I ¢

@..Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan

dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
[

0 . . : .
I Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani

éeh instansi dan/atau piihak yang berwenang

Memberlkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam

gkup tugas kepolisian, serta

MISEIAILEY DIUU

elaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pada pasal 15 ayat (1) menyebutkan wewenang kepolisian secara umum,

wenang tersebut adalah :

48
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)

I

O

23

0,

o

& Menerima laporan dan/atau pengaduan;

=}

B__T' Membantu meyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
rg)z.gngganggu ketertiban umum;

3

¢: Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
o

_§

d.. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa;

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewengan adminiftratif

kepolisian;

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian

dalam rangka pencegahan;

. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

LUDS|IBLIDIe

i~Mencari keterangan dan barang bukti;

31

M

Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

AJISISHIU

Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam

BS 4@‘

ingka pelayanan masyarakat;

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

ngadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

49
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12 YOH

i~
el

Pada pasal 15 ayat (2) kepolisian mempunyai wewenang terhadap

raturan perundang-undangan lain, wewenang tersebut adalah :

Memberika izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan

1NN N YBLW D)

asyarakat lainnya.

CRUD 2

. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

¢. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politike. Memberikan izin dan

memberikan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha

dibidang jasa pengamanan

g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan
("

p:‘[?e;tugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian

o)

h; Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan
=

rﬁembe erantas kejahatan internasional

izMelakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada
dalam wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait

W

E Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
=

@ernasional

S

Q

k"Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian
E;__‘-__

Q

=

0 50
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)

T
O

0,

®

a Pada pasal 16 ayat (1) kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang
S

proses pidana, wewenang tersebut adalah :

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

0. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

LUDDUYLINSN

el

¢, Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa

tanda pengenal diri

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara

Q

"'['.

Ir_Mengadakan penghentian penyidikan

:%

E Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

_:.

J}E Mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang
@empat dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau
(%

menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana

a

—

kj Memberi petunjuk dan bentuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri
O

sibil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk
o

@serahkan kepada penuntut umum

.'5_

Q

=

) 51
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12 HJ0H @

Mengadakan tindakan lain menutrut hukum yang bertanggung jawab

W BIa

Dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa : Untuk kepentingan umum

jabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan

INGNIN !

ewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada pasal 18 ayat

[

) menyebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Lasr

o
ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa
bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama,
kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 19
é:g?at (2) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang
sjgbagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepolisian Negara Republik Indonesia

nﬁengutamakan tindakan pencegahan.

iterapkan secara langsung kepada suatu perbuatan kongkret yang terdapat dalam

L%L

BUD

asyarakat Azas-azas itu sendiri mempunyai fungsi sebagai batu ujian terhadap

kaidah hukum positif yang mengatur tentang kepolisian. Maka azas hukum

52
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T

O

0,

®)

kepolisian juga meliputi asas-asas hukum positif khususnya yang memberi
Iéwenangan kepolisian untuk menjalankan fungsinya dan eksistensinya dalam
stiatu negara®.

o

51 Jadi dengan demikian supaya hukum kepolisian berkembang kearah yang

v’r%ajar dan baik maka kaidah-kaidah dan garis-garis hukumnya yang begitu banyak
é%in tersebar perlu diuji dengan azas-azas apakah sesuai atau tidak. Sebagai
pangkal tolak dan sumber dari segala sumber peraturan kepolisian azas “TRI
BRATA” merupakan pedoman hidup kepolisian, karena azas-azas yang tersimpul

didalamnya mempunyai hubungan luas dengan kehidupan kepolisian. Azas-azas

yang tersimpul dalam “TRI BRATA” adalah:
1. Polisi ialah abdi utama dari nusa bangsa

2. Polisi ialah warga Negara utama

[y

;j

3 Polisi wajib menjaga ketertiban pribadi masyarakat.

o)

;_fj. Dengan demikian TRI BRATA sebagai azas hukum kepolisian, tidak saja
m rupakan patokan dan batu ujian bagi kaidah-kaidah kepolisian tetapi juga
o

lﬁ engenai kehidupan kejiwaan dari organ Polisi, selain itu TRI BRATA juga
ferupakan sumber dari kode etik profesi Kepolisian.

W

Suatu azas yang baik yang mengalirkan kaidah-kaidah hukum yang baik,
nyalah akan merupakan semboyan dan deretan kata-kata belaka apabila di

lam pelaksanaannya dipakai cara-cara yang salah atau tidak tepat. Oleh karena

Sadjijono, Mengenal Hukum Kepolisian. (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), .him. 14

53
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12 YOH

'
el

terdapat azas-azas pelaksanaan wewenang Polisi dalam melakukan tindakan.

S

'ewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu, tanpa wewenang

14

Fﬂaka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai landasan yang kuat'%.

L
Azas-azas tersebut adalah :

el

Azas Legalitas, ialah azas dimana setiap tindakan Polisi harus didasarkan

QU

epada undang-undang atau peraturan perundang-undangan, jika suatu tindakan

AN

tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan berarti tindakan tersebut

tidak sah.

b. Azas Plichmatigheid atau kewajiban ialah azas dimana Polisi sudah dianggap
syah berdasarkan atau sumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum, jadi
kalau polisi diberi kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum
Polisi dalam bertindak dapat menurut penilainnya sendiri, asal untuk memelihara
@tertiban dan keamanan.

®

C§Azas Subsidiaritas, merupakan azas yang mewajibkan pejabat polisi untuk

=
mengambil tindakan-tindakan yang perlu sebelum pejabat yang berwenang untuk

S
kadir. Azas ini bersumber dari kewajiban umum polisi untuk memelihara
D

wooo
_lgjetertlban dan keamanan umum.

®)
f Dengan demikian dalam bertindak Polisi diberi kewenangan penuh,
-

@mun tidak berarti dapat dipergunakan sewenang-wenang karena tindakan yang
.

diambil harus berdasarkan undang-undang.

a

o

@

o

= Subroto. Konsep-konsep Hukum Kepolisian di Indonesia. (Jakarta:Perguruan Tinggi limu
polisian, 2006), him. 14
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Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Bl 0}AIO JOH @

onesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi

fanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum.

pUINg 18N

Dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang

enyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap

IWEL‘I r

-\.
el

heraturan perundang-undangan lain”, maka polisi bisa mempunyaiwewenang

3l

terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan
unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pada Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tah un 2002, menyebutkan
bahwa “kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi
kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, jika pasal tersebut
éjkaitkan olen pasal UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1) yang
r.;ienyebutkan . penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara
a
t%rtulis kepada Polri”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk
ii_emberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk

<

rasa, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa
poI|S|an melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap

giatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Jika pasal tersebut

@LUL@ UDEHINS JO All

kaitkan oleh UU No.9 tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa

alam pelaksanan penyampaian pendapat di  muka umum, polri

55
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12 YOH

'
el

rtanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan

LU [_g'

peserta penyampaian pendapat”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang

fﬁtuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawalan
o
terhadap peserta unjuk rasa.

or ou

3 Pada Pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

J
Républik Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyaitugas

Fa

memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut
dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa
“dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung
jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban
umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi

berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.

=101

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan

D[S

polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang

gepolisian Republik Indonesia adalah :

# Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak

adap kegiatan unjuk rasa.
Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rrasa.
Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa.

‘Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa.

56
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Bentuk-Bentuk Kekerasan Aparat Kepolisian Terhadap Demonstran

[IW FBdID JDH @

Gelombang besar demonstrasi terjadi di berbagai wilayah di Indonesia
sehari setelah DPR RI dan Pemerintah menyetujui Omnibus Law UU Cipta Kerja
untuk diundangkan pada 5 Oktober 2020. Gelombang aksi protes mulai dari
demonstrasi massa hingga pemogokan umum di pabrik-pabrik menyebar, seperti
sulutan api tersiram minyak tanah sejak 6 Oktober hingga hari ini. Ini merupakan
wajah daripada gelombang kemarahan rakyat yang dipendam sejak semakin
banyaknya kebijakan-kebijakan yang anti-rakyat diambil oleh Presiden Joko
Widodo, puncaknya adalah proses legislasi yang ugal-ugalan atas Omnibus Law
UU Cipta Kerja.

Gelombang besar aksi penolakan UU cipta kerja tersebut kemudian
direspon dengan berbagai macam bentuk pembungkaman, mulai dari pelarangan
aksi, pencegatan menuju titik aksi, penangkapan sampai penyiksaan terhadap
massa aksi yang dilakukan aparat kepolisian. Kami menilai tindakan brutalitas
aparat kepolisian terhadap massa aksi telah banyak melakukan tindak-tindakan
yang bertentangan dengan hukum (Perkapolri No. 08 th. 2009, Perkapolri No. 14
Th. 2011, UU No. 02 Th 2002, UU No. 39 Th. 1999, UU No. 12 Th. 2005,
KUHAP dan UU No. 40 Th 1999) sehingga mengakibatkan tindak kekerasan
hingga jatuhnya korban luka-luka dan mengalami kerugian materil.

1. Pembungkaman

Aksi-aksi protes tersebut direspon dengan berbagai macam bentuk

pembungkaman. Dimulai dari terbitnya surat telegram oleh Mabes Polri jelang

pengesahan UU Omnibus Law mengeluarkan STR/645/X/PAM.3.2./2020
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{értanggal 2 Oktober 2020 yang berisikan perintah Kapolri untuk melakukan
pengintaian, pencegahan bahkan penindakan untuk rakyat yang kontra Omnibus
Law. Perintah-perintah ini  benar-benar dilaksanakan dalam bentuk
pengerahan kekuatan berlebih dalam penanganan aksi demonstrasi, patroli siber
dengan menangkap secara sewenang-wenang warga yang menyuarakan pendapat
menolak Omnibus Law diiringi dengan dibangunnya narasi bahwa rakyat yang
menolak belum membaca hingga demonstran yang turun ke jalan dituding
didalangi dan berbayar.

Tidak cukup melalui aparatus keamanan, pembungkaman aksi utamanya
untuk mahasiswa dan akademisi, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
(Kemendikbud) mengeluarkan Surat edaran No. 1035/E/KM/2020 perihal
himbauan Pembelajaran secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Alih-alih
mahasiswa disarankan untuk diam dan melihat rezim penguasa menghancurkan
seluruh sendi-sendi ekonomi kerakyatan yang telah ada. Aliansi Akademisi
Menolak Omnibus Lawl menilai bahwa surat tersebut adalah upaya
membungkam aspirasi civitas akademika dalam menyampaikan pendapat, selain
itu otonomi kampus dan integritas perguruan tinggi sebagai lembaga pengetahuan
yang hanya mengabdi pada kebenaran bukan melayani kepentingan penguasa.
Selain itu, kami menemukan bentuk-bentuk pembungkaman lain yaitu:

1) Ancaman melalui pendidikan
i- Ancaman penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara

pihak rektorat dan mahasiswa yang menyatakan akan ada pemecatan Drop
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Out (DO) apabila mengikuti aksi demonstrasi sekaligus ancaman dicabutnya
beasiswa bagi mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi.

Ancaman oleh kepolisian yang tidak akan mengeluarkan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK) bagi pelajar yang mengikuti demonstrasi
Selebaran-selebaran digital yang bernuansa ancaman bagi orang tua apabila
anakanaknya yang masih pelajar mengikuti demosntrasi

Larangan yang dilayangkan oleh pihak kampus Universitas Gadjah Mada
(UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) terhadap segala aktivitas konsolidasi di

lingkungan kampus.

2) Penghalangan aksi massa

Iauior uppE ===~

Pencegatan dan penangkapan sewenang-wenang peserta aksi di berbagai
tempat sebelum sampai di Lokasi Aksi Demonstrasi menolak UU Cipta
Kerja. Seringkali anggota Polri melakukan perburuan dan menangkap secara
sewenang-wenang para massa aksi, dengan dalih “pengamanan” padahal
menurut Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana tidak dikenal istilah
pengamanan, yang ada ialah penangkapan. Alasan pengamanan ini,
merupakan tipu daya Polisi untuk tidak menjalankan kewajibannya
memenuhi syarat administratif dalam melakukan
penangkapan. Perbuatan Polisi ini merupakan pelanggaran serius terhadap
kemerdekaan seseorang;

Di berbagai daerah, massa aksi dibenturkan dengan organisasi

kemasyarakatan yang diduga dimobilisasi oleh aparat sendiri. Indikasi
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benturan tersebut terlihat dengan diamnya aparat terhadap Ormas yang

bertindak seperti penegak hukum seperti terjadi di Makassar, Jawa Timur,

Sumatera Utara, Yogyakarta dan Daerah lainnya. Padahal hal tersebut
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3) Serangan digital
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S0 Y run|
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e Penyerangan akun sosial media berupa peretasan dan atau serangan lainnya;

DUINS NI X

YO DS NLons uonofull neo iy vospoued ‘uosodo] uounsnAusd Yo oduoy uosjnuad ‘uoiyauad uoyio

e Upaya pengambilalihan paksa nomor Hotline bantuan hukum yang dialami

LD

oleh tim advokasi penanganan kasus kekerasan pada massa aksi di Surabaya;
f. Framing buruk terhadap para aktivis yang menggunakan media sosial sebagai
alat bantu dalam mengabarkan situasi real pada aksi di lapangan maupun
. dalam menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kuasa pemerintahan;
- Adanya mobilisasi sejumlah akun sosial media dan kelompok buzzer yang
menyebarluaskan fitnah keji yang didasarkan oleh tujuan untuk melakukan

penggembosan, diskriminasi, dan pendiskreditan terhadap elemen gerakan

|50 JaCLUNS UDYINgaAUSLL DP UDYLWUINUDIU e oduny iul sing oAIny

rakyat. Salah satu contoh kecil adalah mobilisasi digital untuk

LU oyne wia w2l oduny undodo ynjusa wojop i sipng

mengkriminalisasi aktivis lingkungan hidup, Merah Johansyah.
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iﬁtimidasi & Brutalitas Aparat

Sepanjang aksi-aksi demonstrasi yang terjadi sejak tanggal 6 Oktober
hingga 22 Oktober kami mencatat fakta-fakta tindak brutalitas aparat dalam
penanganan aksi. Menangkap dan merepresi Pelajar dan Mahasiswa yang
mengikuti aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Bahkan tidak sedikit yang
mengalami penyiksaan setelah ditangkap oleh aparat kepolisian. Setelah aksi-aksi
demonstrasi berlangsung biasanya aparat kepolisian akan melakukan pemanggilan
dan perburuan terhadap ketua-ketua atau anggota organisasi yang aktif menolak
UU Cipta Kerja atau bahkan koordinator lapangan (korlap) aksi.

Di Jakarta, 8 Oktober 2020, aparat memukul mundur massa aksi
menggunakan tembakan gas air mata meskipun aksi berjalan dengan kondusif dan
waktu masih menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Dilanjutkan dengan sweeping
massa aksi disertai dengan pemukulan, penembakan gas air mata ke rumah-rumah
warga di area Cikini dan Kwitang pada 8 Oktober dan 13 Oktober. Menyerang
mobil ambulans sekaligus penangkapan disertai pemukulan terhadap relawan
medis. Penangkapan disertai dengan pemaksaan untuk mengakui bahwa ambulan
berisi batu pada 13 Oktober 2020.

Di Surabaya, perampasan Alat dan Penghapusan Data Dokumentasi Aksi
Oleh Aparat Kepolisian. Selain aksi kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi,
dalam aksi tolak Omnibus Law (08/10) di Grahadi juga terjadi tindakan
perampasan (HP dan Kamera) dan penghapusan data dokumentasi yang dilakukan
oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil dan Persma dan jurnalis. Selama

aksi unjuk rasa tersebut setidak 8 orang jurnalis mengalami intimidasi, dan
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Fr;enjadi korban perampasan alat dokumentasi serta penghapusan hasil
dokumentasi, 2 diantaranya mengalami penangkapan 4 dan 1 masyarakat sipil
mengalami perampasan HP saat mendokumentasikan aksi di Grahadi. UU Pers
memberi ancaman pidana kepada setiap orang yang menghalang-halangi kerja
jurnalis tetapi belum terdengar adanya aparat yang diproses. Hal ini menandakan
perintah tersentral untuk menggunakan kekerasan sebagai alat menghalang-
halangi aksi.

Aliansi Gerak Makassar mencatat bagaimana aksi damai dan kondusif
pada 22 Oktober 2020 sejak siang hingga petang kiranya pukul 20.10 wita secara
tiba-tiba berubah menjadi mencekam?2 . Massa aksi diserbu oleh orang tak dikenal
dengan lemparan batu, petasan hingga senjata tajam berupa panah besi. Dalam
video-video yang beredar, orang tak dikenal ini bahkan berderap berbarengan
dengan aparat kepolisian kepolisian. Massa aksi memasuki
kamus Universitas Negeri Makassar (UNM), namun orang tak dikenal dan aparat
kepolisian tetap mengejar hingga ke dalam yang mengakibatkan kerusakan
gedung kampus

Gestur Jambi mencatat bagaimana aksi pada 20 Oktober 2020 juga
berakhir mencekam di Jambi. Massa aksi dilempari gas air mata, adanya sweeping
hingga masuk ke pemukiman warga bahkan rumah ibadah. Seorang anak pelajar
bahkan menjadi korban penangkapan dan pemitingan oleh aparat kepolisian di
depan ibunya sendiri padahal anak pelajar tersebut sedang melarikan diri dari

chaos dalam demonstrasi di depan kantor DPRD Jambi.
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Kliansi Rakyat Bergerak (ARB) Yogyakarta mencatat pada tanggal 8 Oktober
2020, massa aksi mengalami sejumlah tindakan represif dari aparat kepolisian.
Tindakan itu juga diperparah dengan dibenturkannya massa aksi dengan sejumlah
kelompok Organisasi Masyarakat (Ormas) reaksioner yang terafiliasi dengan
partai politik yang menduduki kursi kekuasan. Melalui sejumlah video yang
tersebar di dunia maya, tidak sedikit dari masa aksi menjadi bulan-bulanan dari
sejumlah anggota kepolisian maupun kelompok ormas tersebut. Tidak hanya
pukulan dengan tangan atau bambu, dua kelompok tersebut juga tak segan-segan
menendang atau menginjak bagian tubuh dari masa aksi yang tertangkap
meskipun masa aksi itu tidak melakukan perlawanan. Tindakan brutal itu, tak
ayal, berhasil membuat tingginya jumlah korban di kubu massa aksi. Beberapa
dari massa aksi pun harus dilarikan ke Rumah Sakit dan membutuhkan
penanganan medis yang serius. Tindakan represif itu tidak hanya berhenti di sini.
Hingga rilis ini dibuat, larangan dan ancaman untuk melakukan perkumpulan dan
menyuarakan pendapatnya terhadap penguasa yang lalim masih terus menghantui.
Di Medan, massa aksi pelajar dan mahasiswa digempur dengan gas air
mata, di-sweeping sehingga berujung pada penangkapan 253 orang massa aksi.
Tidak cukup sampai di situ, Aksi Pekan Rakyat Tolak Omnibus Law yang digelar
oleh Akumulasi Kemarahan Buruh & Rakyat Sumatera Utara (AKBAR SUMUT)
pada tanggal 20 Oktober juga menjadi sasaran tindakan represif aparat kepolisian.
AKBAR SUMUT mengekspresikan protesnya melalui seni lagu, puisi dan
teatrikal, pihak kepolisian melakukan intimidasi dengan dalih aksi yang melebihi

batas waktu yang ditentukan. Ketika massa aksi dari AKBAR SUMUT
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Fr;elakukan long march untuk membubarkan diri menuju kampus Institute
Teknologi Medan (ITM) salah satu anggota kepolisian tiba-tiba menabrakkan
sepeda motor trailnya ke tengah keramaian massa aksi sehingga mengakibatkan
massa aksi menjadi panik dan berlarian dan kemudian aparat menembakan gas air
mata sebanyak dua kali. Pada 21 Oktober AKBAR SUMUT melanjutkan aksi
dengan ekspresi panggung budaya sebagai bentuk protes, pihak kepolisian
kembali menunjukkan watak brutal dan represifnya dengan menarik salah seorang
dari massa aksi. Ketika dua orang dari massa aksi lain membantu melerai dan
menyelamatkan temannya dari amuk aparat tersebut, tindakan membantu sesama
rakyat itu berakhir dengan penangkapan.

Di Lampung, aparat memukul mundur massa aksi dengan tembakan gas
air mata pada sore hari tanggal 7 Oktober 2020. Selain menembakkan gas air
mata, aparat juga menyerang massa aksi hingga jatuh korban luka-luka hingga
kritis. Pada 8 Oktober, massa aksi mahasiswa dan pelajar di-sweeping oleh aparat
ketika hendak menuju aksi bergabung bersama massa buruh. Dalam aksi sweeping
tersebut terjadi penculikan terhadap kawan pelajar oleh aparat tanpa seragam yang
kemudian menjelaskan bahwa massa aksi buruh tidak menerima massa aksi di luar
buruh. Hingga rilis ini diturunkan, beberapa kawan mahasiswa masih diteror oleh
aparat dengan tuduhan menjadi provokator atas keterlibatan pelajar dalam aksi
demonstrasi.

Di Malang, massa aksi Aliansi Malang Melawan pada tanggal 8 Oktober
2020 di depan gedung DPRD kota Malang dipukul mundur dengan water canon

dan tembakan gas air mata hingga posko paramedis. Tindakan represif ini diikuti
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égngan penangkapan dan penahanan massa aksi. Kami dibantu oleh Tim Bantuan
Hukum Malang Bersatu mencatat terdapat 129 massa aksi yang ditangkap yang
terdiri dari 17 orang anak dibawah umur, 5 orang perempuan, sisanya mahasiswa
dan warga sekitar yang ditangkap. Proses penangkapan diantaranya juga disertai
dengan tindak kekerasan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian hingga korban
mengalami cedera serius. Sebagian dari mereka yang ditangkap mendapatkan
perlakuan kekerasan dan pemukulan, hingga mengalami luka-luka lebam dan
memar di beberapa bagian tubuh, sebagian lain terpaksa dilarikan ke rumah sakit.
Proses bantuan hukum juga sempat mengalami kendala, akses bantuan hukum
juga akses atas data dan informasi yang dipersulit dari pihak Polresta Malang.
Sementara, dalam aksi lanjutan yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2020,
meski berlangsung damai hingga akhir, tercatat sebanyak 52 orang dicegat dan
ditahan secara sewenang-wenang sebelum jalannya aksi hingga saat aksi

berlangsung, terdiri dari puluhan pelajar dan empat mahasiswa.

Sanksi Hukum Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindakan Kekerasan

rhadap Demonstran

glatan Unjuk rasa pada dasarnya kegiatan unjuk rasa telah diatur dalam Pasal

1S @ ANSIENUMOID|S

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. yang
ngan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

da masa Orde Baru, dimana berpendapat dimuka umum atau berunjuk rasa

oyl $oUR

f%

jadl hal tabu, dan sering mendapat perlakuan kasar yang diperlihatkan aparat

Pasal 28 Undang-undang Dasar RI 1945. (Sekretariat Jendral MPR RI. Jakarta. 2011). hal 154
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kepolisian untuk menanggapi aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan. Namun
Seiring bergulirnya rezim orde baru kerena Krisis moneter yang tidak dapat diatasi

%cara sehingga menciptakan krisis kredibilitas yang mendorong munculnya
[
I"Seadaan yang semakin represif.”* Tindakan represif berupa perlawanan-
i

i

E@rlawanan yang ditunjukkan oleh kalangan mahasiswa dengan kondisi rezim
y’_;_ng sudah sedemikian stagnan ini menjadi sangat dimaklumi serta bahkan
perlawanan itu sendiri menjadi suatu hak. Hak perlawanan yang dilakukan
mahasiswa itu sendiri, tampaknya, dapat dibenarkan dengan melihat dua kondisi
obyektif yang mengitarinya, yaitu: Pertama, bahwa tindakan-tindakan penguasa
secara kasar bertentangan dengan keadilan; serta kedua, semua sarana dan jalan
hukum yang tersedia untuk menentang ketidakadilan itu sudah dicoba dan tidak
berhasil, termasuk protes-protes politik yang bersifat biasa.*** Lahirnya Undang-
undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum.Hal

L

itu untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial
D

dan menjamin hak asasi manusia.Masyarakat diberikan kebebasan dan

=
keleluasaan dalam penyampaian pendapat dimuka umum. Unjuk rasa atau

éﬁamonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi yang
D

_I;ﬁjerupakan perwujudantatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
O

lg_grnegara.Kehidupan berdemokrasi yang semakin berkembang menjadikan rakyat
Lgbih berani dan terbuka dalam penyampaian aspirasi.Polri diberi amanah oleh

i

=
u_@dang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya saat

DL

J’ij’-' Triyanto Lukmantoro. Kekerasan Negara dan Perlawanan Mahasiswa Di Tengah Kirisis. (
marang: Jurusan IImu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, 1997), him. 1.

15_—\ Franz Magnis-Suseno Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern,

Q:;l_akarta.: Gramedia. 1994), hal. 146
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H @

12 HD

el

L

elakukan pengamanan pelaksanaan aksi Demonstrasi atau unjuk rasa. Pengunjuk

w3

Fasa pada pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri
f:)grtanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau
ééserta penyampaian pendapat di muka umum.'**Reformasi dalam tubuh
éepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)dituntut bukan hanya memberikan
é_sa aman pada semua elemen masyarakat namun, melalui perubahan struktural
dan mental dalam memperkuat efektivitas Polri sehingga terwujud anggota Polri
dengan dedikasi tinggi dan disiplin dari para anggota Polri itu sendiri untuk
berusaha melaksanakan tugas-tugasnya. Dan Perpolisian masyarakat yang juga
telah dilaksanakan guna mengembangkan profesionalisme polisi dan akuntabilitas
kepada masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap revitalisasi tugas-tugas Polri
semakin meningkat seiring masih terdapat sisi negatif dari penyelenggaraan tugas
pokok Polri berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan

oy
kekuasaan / wewenang, kualitas pelayanan yang buruk terhadap masyarakat, serta

t%rtindak arogan akibat dari karakter militer yang telah mendasar dan terbawa
éjalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Salah satu pelaksanaan tugas Kepolisian
%ékni melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa. Dalam pelaksanaan tugas
%rsebut kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
Iggpentingannya dalam lingkup tugas kepolisian."* Aksi unjuk rasa atau

d}monstrasi yang marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan

[

=
yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan gerakan yang cenderung

)
O

aigresif dan anarkis oleh pengujuk rasa ketika Dberlangsungnya aksi
% Undang-undang No 9 Tahun 1998 Kemerdekaan Berpendapat Dimuka Umum. Pasal 13 ayat
%Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI. Hal 11

=

0 67
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sebut ,sehingga tidak jarang terjadi tindakan represif balasan dari kepolisian

kepada pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa yang diberikan hak untuk menyampaikan

N AEW EAID JoH ©

ggndapat dimuka umum oleh undang-undang, terkadang melakukan tindakan

S

pasif. Tindakan pasif yakni tindakan seseorang atau kelompok orang yang tidak

o]y

mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu

A

Ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan
perintah anggota Polri. *°Tindakan kekerasan seperti hasutan, dorongan, dan
bahkan pemukulan kepada pengunjuk rasa sangat bertentangan terhadap HAM
dan merupakan suatu tindak pidana. Pada dasarnya Polri Sebagai aparatur aparatur
pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) saat
rnenyelenggarakan pengamanan. Meningkatnya komitmen terhadap perlindungan
dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik pada tingkat nasional.
Hal itu diwujudkan dengan lahirnya Undang Undang No 39 tahun 1999 tentang

oy
Hak Asasi Manusia. sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan standar HAM
D
iternasional, polisi memiliki hak-hak, tetapi juga ada batasan terhadap kekuasaan
=
polisi. Personel kepolisian juga memiliki tugas untuk menghormati ketetapan

EEAM dalam perundang-undangan nasional.® Namun Polri juga dibenarkan

=

&”mtuk melakukan tindakan kepolisan yang dilakukan secara bertanggung jawab

menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan

tindakan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancamkeselamatan atau

5

mbahayakan harta, jiwa, atau kesusilaan. Penggunaan kekuatan merupakan

P DL% §] 9]

"ﬁ Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Pasal 1 butir 5.

Undang-undang Dasar 1945 dan amendemen keempatnya, Undang-undang Hak Asasi Manusia
U No039/1999), Undang-undang tentang Pengadilan Ham (UU No 26/2000) dan KUHP.

68
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dio YoH @&

gala upaya, daya, potensi, atau kemampuan anggota Polri dalam rangka

LU R

liaelaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki.™*’ Terlepas benar
éau tidaknya tindakan Polri tersebut, di dalam institusi Polri apabila terjadi
gnyimpangan, Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan, maka
ainggota Polri akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Tindakan yang
ci_%_lakukan Polri dalam melakukan kekerasan. Kekerasan berupa pemukulan dan
tendangan oleh aparat kepada massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan
prosedur, sangat tidak dibenarkan. Menurut Pasal 351 KUHP Kitab U(ndang-

undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa : Pasal 351

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan

fij"dana penjara paling lama lima tahun.
®
fr_%) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh

@B) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindakan penganiayaan oleh anggota Polri terhadap pengunjuk rasa merupakan

LK

s_'atu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6

Dl

kwruf q Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri

S

Protap Kapolri No: Protap/ 1/ X / 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penaggulangan Anarki.
.1
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H @

12 HD

=
b

Jyga dilarang dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Oleh karena itu apabila

el

A

seorang anggota Polri melakukan kekerasan herus dilakukan proses peradilan, dan

fgempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan Kkesalahan yang
o
éjlakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan

Q
menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan

A

Peradilan Umum

Petugas polisi yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa
akan diberikan sanksi disiplin, kode etik dan bahkan dituntut pidana ke
Pengadilan Umum karena melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur
dan hukum. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan belum untuk
penerapan hukum dan sanksi pidana terhadap anggota polisi yang melakukan
kekerasan terhadap pengunjuk rasa, antara lain adalah faktor mental penegak
I;y:,]kum, faktor hukum itu sendiri dan faktor-faktor masyarakat yang tidak ingin

o
faporan. Oleh karena itu polisi diharapkan untuk melakukan langkah-langkah

W

)gng diambil oleh alam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota polisi yang

=
melakukan tindak kekerasan kekerasan terhadap pengunjuk rasa antara lain adalah
=

memaksimalkan mereka mentalitas dalam penegakan hukum, memahami undang-

1S

=1
o
QD
>
(o]

dan memiliki inisiatif dalam menegakkan hukum

70
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BAB IV

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG

DILAKUKAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP DEMONSTRAN

Dalam Penelitian ini didapatkan artikel sebanyak 100 artikel dari portal

IQRIDI DYINS NI AW 01diD JOH @

ogle Scholar. Pencarian artikel menggunakan kata kunci tindak pidana

-\.
A

kekerasan, aparat kepolisian, demontrasi, KUHP. Setelah proses pencarian artikel

kemudian disaring berdasarkan rentang waktu 5 tahun terakhir (2017-2022).

Berikut salah satu contoh kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan

aparat kepolisian terhadap demonstran terjadi di Tarutung, Sumatra Utara.

Berdasarkan hasil analisis Hotlan Mulia Sihombing (2020)%

yang berjudul
“Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Unjuk Rasa Anarkis di
Terutung” menjelaskan bahwa Aksi unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis
[y

s@ring terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Aksi yang berujung bentrok

tersebut dibubarkan kepolisian setelah adanya lemparan batu dari arah pendemo.

g

rdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana
uran hukum tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, 2)

aktor-faktor apa saja yang menyebabkan aksi unjuk rasa anarkis, 3) Bagaimana

&0 N"!‘:JH?HL N

Jsar pertimbangan hakim dalam memutus perkara unjuk rasa anarkis di Tarutung

@ 1N

bagalmana dinyatakan dalam Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt. Adapun

tode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik
71

X DL,DL% L

.Hotlan Mulia Sihombing, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Unjuk Rasa
Anarkis di Tarutunng: Studi Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt”, Tesis Universitas Medan Area,

1B
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L

®AID HOH @

alisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan

A

bahwa aturan hukum pelaksanaan unjuk rasa di atur dalam UU No. 9 Tahun 1998

s

i::entang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada pasal 6
éfnyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum
bi@rkewajiban dan bertanggungjawab untuk: menghormati hak-hak orang lain,
menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan
menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan
dankesatuan bangsa. Kemudian Perkapolri No. 7 tahun 2012 juga menyatakan
bahwa pernyataan pendapat dimuka umum dilarang menghasut supaya melakukan
perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum serta dilarang
menentang penguasa umum dengan kekerasan. Adapun faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa anarkis adalah: kekecewaan massa atas

[y
tuntutan demo, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat
D
keamanan, adanya provokator, faktor psikologis massa yang mudah meledak,
=
penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu di dalam
=

massa untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami

(=]

§Euran pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar
O
iggjut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan demonstrasi, keterlibatan anak di bawah

amur, adanya orang-orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi
Q

L

penanggungjawab demo, pengamanan yang lemah, dan jumlah massa yang terlalu

L]

nyak. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt

enyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

72
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=
L

lam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sudah tepat, karena terdakwa telah

W BAID oY @&

melakukan kekerasan terhadap barang berasama-sama dengan massa pengunjuk

—

fﬁsa, yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan gedung kantor Panwaslih
til%ak dapat dipakai lagi karena hancur. Tetapi pidana yang dijatuhkan kepada
érdakwa terlalu ringan, yaitu 7 bulan penjara. Pidana tersebut kurang memberi
efek penjeraan kepada terdakwa dan orang lain yang ingin melakukan tindak
pidana yang sama. Disarankan masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi
dengan melakukan unjuk rasa perlu mematuhi aturan hukum yang berlaku, agar
menghindari tindakan anarkis serta berupaya mencegah orang lain untuk bertindak
anarkis selama pelaksanaan unjuk rasa. Kepada instansi yang menjadi tujuan
pengunjuk rasa disarankan agar berupaya dengan segera mengajak massa
pengunjuk rasa untuk duduk bersama membicarakan tuntutan yang diajukan,
sehingga dengan segera dapat menyenangkan emosi massa. Majelis hakim yang
%?engadili perkara unjuk rasa dengan kekerasan (anaskis) disarankan agar lebih

tegas dalam menjatuhkan pidana, agar pidana yang dijatuhkan tidak terlalu ringan,

=
sehingga dapat memberi efek penjeraan bagi terdakwa dan bagi pihak lain yang

]

hj%ndak melakukan kekerasan dalam unjuk rasa.

Untuk penjelesan lebih lanjut, berikut penulis menjabarkan beberapa poin

ra
.

nting dari penelitian ini, diantaranya mengenai Faktor yang menyebabkan

U 10 Allsis

%)arat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap para demonstran, Upaya

E_e'negakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap

U

q%monstran dan Analisiss Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan
Oy
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A. Eaktor yang menyebabkan aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan

erﬁadap para demonstran

Z Dalam pelaksanaannya demostrasi dapat dilakukan secara tertib dan damai
{../'.I
tetam dapat pula demonstrasi berkembang menjadi gerakan yang cenderung agresif

L-.

dan=anarkis bahkan terkesan brutal. Ketika berlangsungnya aksi demonstrasi tidak

A

Jara:gg terjadi tindakan pemaksaan, penembakan, pemukulan dan bahkan sampai pada
pengerusakan fasilitas umum, yang dilakukan oleh polisi maupun mahasiswa.

Seperti kasus trisakti demonstrasi yang menuntut turunnya Presiden Suharto
yang berujung bentrokan antara mahasiswa dan polisi yang bertugas menjaga
demonstrasi yang memaksa aparat polisi untuk melepaskan tembakan dan
menyebabkan tujuh mahasiswa tewas'?’. Kekerasan juga dilakukan oleh aparat
terhadap demonstran yang terjadi pada saat demonstrasi di Papua. Seperti yang
diberitakan MetroTV, warga menuntut keadilan atas pembagian hasil tambang.

[y
Meréka merasa dana kesejahteraan yang diberikan kepada mereka tidak sesuai

dergan keuntungan yang didapat oleh perusahaan tambang yang terbesar di
Indﬁ?nesia itu. Aparat kepolisian memaksa para demonstran untuk membubarkan atau
meEnghentikan demonstrasi, tetapi para demonstran mendorong aparat kepolisian
yan"’}?- berjaga kemudian para aparat balik menyerang dengan memukuli dan
meggemprotkan wathercann (semprotanair) kearah para demonstran 2

Apapun kondisi yang memicu, kekerasan oleh aparat terhadap demonstran itu

LeuLn

bisa-digolongkan. Matlin memberikan definisi tentang agresivitas sebagai usaha atau

o]y

tin@ah laku yang sengaja untuk melukai atau menghancurkan orang lain baik secara

.4|r;15

WWW-WlkapeIda org.id
(MetrpTV 2006).
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fisig maupun psikologis. Sementara Hurlock'®, menyebutkan tingkah laku agresif
me%;pakan bentuk tingkah laku yang merugikan dan tidak dapat diterima oleh
ma%arakat yang dapat menyebabkan luka fisik atau psikis pada orang lain dan
meligsak benda-benda atau objek.

a

i

e Penyebab polisi melakukan kekerasan dalam aksi demonstrasi adalah adanya
pert_jenturan kepentingan. Perbenturan kepentingan terjadi antara demonstran yang
menyuarakan aspirasinya dengan polisi yang mengamankan aksi itu sendiri. Dalam
hal ini para demonstran mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pendapat
mereka secara bebas dan lugas sedangkan aparat keamanan yang dalam lini adalah
polisi yang berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Polisi melakukan
tindakan preventif dan represif terhadap hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban
umum. Polisi berkewajiban mengawal dan menjaga aksi demonstrasi agar tidak
melanggar ketentuan tentang demonstrasi yang dikeluarkan pemerintah, dan juga

L

bertugas untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum serta instansi-instansi milik Negara.
D

% Tindakan-tindakan tegas yang dilakukan oleh polisi sering dianggap oleh para
demonstran sebagai penghalang gerakan mereka dalam mencapai tujuan demonstran.
Ser;"tfngga sering terjadi konflik antara aparat dengan demonstran yang dikarenakan
ada;%ya pembenturan kepentingan. Dalam demonstrasi massa dan aparat kepolisian

O
hanya dibatasi oleh perbedaan fungsi (polisi berfungsi menjaga, sedangkan para

derg?)nstran hanya ingin menyampaikan aspirasi), yang pada akhirnya malah terjadi

[

=
benEFokan antar keduanya.

O
-
O
[y
O
129 Hurfotk, E.B, Child development . (New Delhi: McGraw HillBook, 2000), him, 22.
=
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T

Q

0,

®

~ Dimata masyarakat, kekerasan yang dilakukan polisi dalam aksi demonstrasi
te bﬁ ang ironis karena keberadaan polisi pada dasarnya adalah untuk melindungi
rak@t Ditinjau dari teori Myers (dalam Sarwono, 1999)*%, ketika seseorang merasa

{../'.I
tldak dapat dikenali akan lebih besar kemungkinan mereka menunjukkan perilaku

"".

tt§03|al Kekerasan yang dilakukan oleh aparat juga bisa terjadi karena membela
teman atau kelompoknya. Menurut Puspito (1989),**" para anggota kelompok

cenderung merasa sebagai “orang kita” karena mereka mempunyai tujuan yang sama
dan menaati kaidah yang sama (ingroup), sedangkan orang lain yang bukan dari
kelompoknya tidak dapat dipercaya, dan oleh karenanya “orang luar” itu tidak dapat
dijadikan basis hubungan yang akrab, atau secara ekstrim harus berhati-hati
(outgroup). Sebagai contoh kerusuhan yang terjadi di Papua seperti dikutip Kompas
(18/03/06), Aparat yang berjaga-jaga untuk mengamankan demonstrasi diserang oleh
para demonstran dan tiga dari teman mereka terluka, lalu aparat membalas dengan
meé?ukuli bahkan menembakkan senjata kearah para demonstran, yang
mellfyebabkan korban luka-luka.

Sebagai contoh, Tragedi Semanggi Il dimana pemerintah pada saat itu

mengeluarkan Undang-Undang Penanggulngan Keadaan Bahaya (UUPKB), yang

H@L, N oIW

ma Fé rinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasan kepada militer

O "'.

untgﬂk melakukan keadaan Negara sesuai dengan kepentingan militer. Oleh karena

itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang
Q
=

diberlakukannya UUPKB bentrok dengan Aparat keamanan hingga menelan korban

o]y

jiwa; Korban yang meninggal pada saat itu adalah YunHap, dari Universitas

oS

130 SarwenoWS Individu dan teoriteori psikologi sosial . (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), him. 50.
131 Pusp:l;o H. Pengantar sosiologi I11 Untuk SMU, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2000), him. 20.
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®)
Indgnesia meninggal didepan Universitas AtmaJaya. Demonstrasi penolakan

OH

: ULﬁKB ini juga terjadi di Lampung dan Palembang yang juga menelan korban jiwa,

L

g iy

Tréﬁedi Lampung 28 September 1999, dua orang mahasiswa Universitas Lampung,
W
M."_‘;Yusup Rizal dan Saidatul Fitriah, tewas di depan Koramil Kedaton. Di

')

.Palembang, 5 Oktober 1999, Meyer Adriansah dari Universitas IBA Palembang

=
tewas karena tertusuk di depan markas Kodam 11 / Sriwijaya.**?

‘Buopup-Buopun iGunpuy

Demonstrasi tidak hanya menelan korban dari pihak mahasiswa atau
pendemonstrasi. Seperti yang terjadi di Papua di depan Universitas Cendrawasih.
Insiden ini merupakan titik puncak kemarahan masyarakat papua atas kebijakan
pemerintah yang tidak tegas dalam menangani kasus dibumi Cendrawasih. Bahkan
pemerintah terkesan gentar menghadapi masyarakat luar, khususnya tekanan para
investor asing, untuk merealisasikan tuntutan warga setempat menutup PT. Freeport
Indonesia. Akibatnya, pecahlah tragedi berdarah Abepura, 14 Maret 2006 yang
me%jéwaskan empat aparat keamanan dan puluhan lainnya luka-luka, baik dari pihak
apaét maupun massa aksi. Bila sebelumnya, seringkali para demonstran yang
met%alami kekerasan oleh aparat keamanan, kali ini justru dari pihak petugas
kea%anan yang menjadi korban kekerasan oknum pengunjuk rasa. Aparat yang
han?a dilengkapi tameng dan pentungan kewalahan menghadapi amukan massa yang

'®)
jumfahnya jauh lebih besar'*®

Penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat adalah istilah yang sering

DU

=
dig%nakan untuk menyebut berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan polisi.

@]

—_
132 \mwewikipelda.org.id).
13 wwirhayamwuruk-online.blogspot.com
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Penggunaan kekuatan berlebihan mencakup pemukulan, penyiksaan dan perlakuan

burgit yang merendahkan martabat manusia, pelecehan, penggunaan alat anti huru-

r'-l
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o
mefi‘gamankan aksi demo, hingga pembunuhan di luar hukum.

i

e Jika polisi menggunakan kekuatan berlebihan, orang-orang bisa menjadi
koréan penyiksaan, perlakuan buruk, bahkan kehilangan nyawa. Misalnya, George
Floyd tewas akibat kekerasan berlebihan yang diduga berdasarkan diskriminasi rasial
polisi AS. Di Indonesia, sebanyak 402 orang dikabarkan terluka akibat kekerasan
oleh polisi saat aksi #ReformasiDikorupsi di berbagai provinsi di Indonesia.

Di negara yang punya catatan kekerasan polisi yang tinggi, ada beberapa
faktor penyebab kekerasan aparat, di antaranya peraturan nasional yang tidak
memadai, diskriminasi yang mengakar, situasi yang mengancam keamanan seperti
kerusuhan atau konflik, dan impunitas.

[y
C Pemerintah yang tidak menghormati hak asasi manusia lainnya seperti
D

kebgébasan berekspresi juga cenderung menghasilkan perilaku kekerasan aparat saat
=

menAgamankan aksi protes damai. Impunitas atau tidak adanya penegakan hukum atas

perﬁ})unuhan oleh polisi seringkali berujung pada kekerasan mematikan yang terus

=

ber_ﬁ]ang.
Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR),

i juga telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun

‘<

JL@L,DB INS 10 A

2005:1menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup yang tak boleh
dlra@pas. Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain

L
yang. Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT)
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https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2021/05/justice-for-george-floyd-a-year-of-global-activism-for-black-lives-and-against-police-violence/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2021/05/justice-for-george-floyd-a-year-of-global-activism-for-black-lives-and-against-police-violence/
https://www.amnesty.id/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/
https://www.amnesty.id/usut-bukti-bukti-kekerasan-polisi-sepanjang-demo-tolak-omnibus-law/
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/ccpr.pdf
https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf
https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cat.pdf
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me larang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Segala bentuk

LU [

p nyiksaan telah secara tegas dilarang dalam berbagai instrumen perlindungan
HAﬂI contohnya dalam Pasal 7 ICCPR.
[

= Prinsip-Prinsip Dasar PBB Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api

o]y

oleE Penegak Hukum (BPUFF) dan Kode Etik Aparat Penegak Hukum (CCLEO)
Jugaﬁmengatur prinsip yang perlu diikuti aparat penegak hukum dalam menggunakan
kekuatan asas legalitas, keperluan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Larangan penyiksaan juga sudah diatur dalam konstitusi Indonesia. Hak untuk
hidup dan untuk tidak disiksa dilindungi dalam Pasal 281 UUD 1945 serta Pasal 4
dan Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga
mewajibkan setiap anggota polisi untuk menghormati harkat dan martabat manusia
berrg:;sarkan prinsip HAM.

% Di Amerika Serikat, 1.126 orang dikabarkan dibunuh oleh polisi pada 2020.
Pad_g'2019 polisi di Rio de Janeiro membunuh 1.810 orang, atau rata-rata 5 orang
dlbﬁnuh setiap harinya. Di Indonesia, berdasarkan catatan Amnesty, polisi adalah
terdﬁga pelaku serangan terhadap pembela HAM terbanyak sepanjang 2021. Dari
Jangﬂ'ari hingga Juni 2021, anggota polisi diduga telah melakukan aksi kekerasan dan
intié_:idasi terhadap pembela HAM di tujuh kasus dan mengakibatkan delapan

—
korban. Sepanjang Juni 2020 — Juni 2021 juga ada setidaknya 17 kasus penyiksaan

yang diduga melibatkan anggota polisi dengan 30 korban.

79
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https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx
http://amnesty.id/kapan-polisi-boleh-gunakan-kekuatan-dan-senjata-api/
https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf
https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/10.-perkap-14-tahun-2011.pdf
https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/10.-perkap-14-tahun-2011.pdf
https://policeviolencereport.org/
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T
O
0,
®
~ Data pemantauan Amnesty International juga mencatat adanya setidaknya ada
3 :
14 %Kasus dugaan pembubaran aksi, penangkapan dan kekerasan terhadap 108
ma@swwa Papua yang menyampaikan pendapatnya, baik di wilayah Papua (lima
{../'.I
kasUs 17 korban) maupun di luar Papua. Mereka hanya menyuarakan ketidakadilan
a
yang selama ini mereka alami, termasuk mengenai kekayaan alam tempat tinggal
S
mereka yang dieksploitasi.

Kekerasan aparat dalam pengamanan demonstrasi adalah bentuk dari
pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan hak untuk menyampaikan pendapat
di muka umum. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan
Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum mengatur kewajiban
dan tanggung jawab polisi untuk melindungi HAM dan juga menghargai prinsip
praduga tidak bersalah.

[y
C Dalam Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian

I\/Ia%a (Protap Dalmas) pasal 7 ayat (1), polisi dilarang bersikap arogan, terpancing
perﬁ?aku massa, melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur,
me%Trfgucapkan kata-kata kotor, melakukan pelecehan seksual, membawa senjata
taj% dan peluru tajam, keluar dari formasi dan mengejar massa secara
pergéorangan, bahkan memaki-maki pengunjuk rasa.

Berikut lima hal yang harus dilakukan polisi saat mengamankan aksi:

Berkomunikasi: komunikasi langsung harus menjadi pendekatan pengamanan

UdU| uDyyns

ma. Konflik harus dicegah melalui dialog dan diselesaikan melalui de-eskalasi.

k ada percakapan baik yang dimulai dengan gas air mata.

80
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https://kalsel.polri.go.id/perkap/2006/PERKAP%20NO%2016%20TH%202006%20TTG%20PENGENDALIAN%20MASSA.pdf
https://kalsel.polri.go.id/perkap/2006/PERKAP%20NO%2016%20TH%202006%20TTG%20PENGENDALIAN%20MASSA.pdf
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Tetap netral: Polisi, sebagai individu bebas untuk setuju atau tidak setuju

ngan pesan para pengunjuk rasa. Tapi, saat mengamankan aksi, mereka harus

N X 8Lu BYaID yoH @)

melepaskan pendapat pribadi mereka.

o

-

@ Asumsikan semua aksi adalah damai: Polisi pada umumnya harus menganggap
5

protes akan berjalan damai. Mengasosiasikan aksi dengan kekerasan dan muncul
O

mengendarai kendaraan militer dapat mengintimidasi peserta aksi damai.

4. Memungkinkan aksi untuk dilihat dan didengar: Tak hanya diminta untuk tidak
membungkam protes, polisi juga seharusnya bertugas memungkinkan pengunjuk

rasa menjangkau audiens mereka.

5. Mediasi konflik: Jika ada kelompok aksi yang bertentangan, polisi bertugas
mencegah kekerasan oleh pihak manapun, sambil tetap mengizinkan masing-

[y
masing pihak mengekspresikan pendapatnya secara damai.

Dalam Perkapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
N0.1/2009), senjata api hanya boleh digunakan dalam situasi sangat diperlukan
tuk menyelamatkan nyawa dan mengacu ke prinsip legalitas (semua tindakan

epolisian harus sesuai hukum yang berlaku), kebutuhan (menggunakan kekuatan

1BiS 4@,«_‘554;-41:?1 DIWDIS| 8}

nya jika diperlukan dan mendesak), proporsionalitas (ancaman yang dihadapi
n kekuatan yang digunakan harus seimbang), kewajaran (mempertimbangkan
cara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan
hadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat), dan mengutamakan

ncegahan.
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Jika ada peserta aksi yang menginisiasi kerusuhan, saat polisi menangkap pun,

W 01dio JyoH @

yang tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, yaitu tidak boleh dianiaya,

&Lirseret, dilecehkan, dan diberi perlakuan tak manusiawi lainnya.

DYLING

Polisi harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan jika mereka yang

or

(jjjduga bersalah  ditangkap, polisi harus melalui tahapan penggunaan

kekuatan secara proporsional dulu sesuai kebutuhan, bukan langsung pakai senjata

api apalagi sampai menyebabkan kematian.

Penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan saat menangkap individu yang
melakukan serangan yang sangat membahayakan orang lain dan aparat. Polisi
harus mengidentifikasi diri mereka sebagai pihak berwajib yang membawa senjata
api dan memberi peringatan bahwa mereka akan menggunakan senjata tersebut.
Igglisi juga harus memberi waktu kepada individu yang ditarget untuk mematuhi
plaéringatan tersebut. Senjata api hanya dapat ditembakkan ke pelaku jika tindakan

y_éng tidak ekstrim seperti pemberitahuan lisan dan tembakan peringatan ke udara

é?au ke tanah dengan kehati-hatian tinggi telah dilakukan dan gagal.

- Jika harus melumpuhkan pelaku yang berniat kabur atau menyerang orang

vin, tembakan juga dianjurkan menarget bagian tubuh yang tidak menimbulkan

l§3-||'|5§r;n AllISIBAIUS

kKibat fatal. Langkah-langkah ini hanya bisa dilewatkan jika target

QLD

mbahayakan nyawa aparat atau orang lain atau pada situasi saat peringatan itu

idak tepat untuk digunakan (misalnya saat polisi melakukan operasi tersembunyi

s:1elV

yang membutuhkan elemen kejutan) atau situasi saat peringatan itu akan sia-sia

82
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12 YOH

vy
el

isalnya dalam serangan bunuh diri atau saat menghadapi orang yang mabuk
u sakit jiwa, kalau kondisi tersebut membuat orang itu tidak mau atau tidak

a mengerti peringatan tersebut).

Selain itu,  penahanan  tanpa  akses  kepada orang lain,

.
ata
Fa
bis
W
—
—
0

au penahanan incommunicado, dapat memfasilitasi praktik penyiksaan atau

[e]=1]e]

perlakuan buruk lainnya dan penghilangan paksa. Bahkan dalam hal tertentu,
penahanan incommunicado sendiri sudah merupakan bentuk penyiksaan atau

perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Demonstrasi sebagai salah satu bentuk kebebasan berkumpul sebenarnya bisa
dibatasi untuk melindungi kesehatan publik. Tapi, orang-orang turun ke jalan
untuk memperjuangkan hak mereka, seperti hak atas pekerjaan yang aman, adil,
q$n layak, atau mendesak perlindungan hak perempuan dari kekerasan berbasis
gaénder, karena hak mereka terancam atau telah dilanggar, hingga mereka harus

rﬁengorbankan kesehatan mereka.

Seperangkat hak, misalnya hak sipil dan politik, tidak bisa dipisahkan dan

iling bergantung. Kemajuan dalam hak sipil dan politik mempengaruhi
pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya, kalau masyarakat
emperjuangkan hak atas jaminan sosial selama pandemi melalui kebebasan

rekspresi, hak tersebut nantinya juga berdampak ke hak atas kesehatan.

OUFUD tﬂr‘.ﬁo Agisnun ol

elanggar salah satu hak bisa berdampak buruk pada pemenuhan hak lainnya.

=

ih-alih membubarkan massa aksi dengan menggunakan kekerasan, kapanpun
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L

monstrasi terjadi, polisi tidak boleh menggunakan kekuatan berlebihan dan

L A2 J0H o)

sewenang-wenang.
Fat

prd
&’ Negara, termasuk aparatnya, wajib melindungi HAM warganya sebagai

-
|§émangku kebijakan (duty bearer) atas pemenuhan HAM. Masyarakat adalah
Q
gﬁemegang hak (rights holder). Kalau ada masyarakat yang menyerang aparat,
polisi harus menggunakan prosedur hukum yang transparan dan menghormati

HAM untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Tak seorang pun berada di atas hukum, terutama mereka yang punya
kewajiban menegakkannya. Semua kasus penggunaan kekuatan berlebihan oleh
polisi harus diselidiki secara menyeluruh, independen, tidak memihak dan
transparan dan jika bukti menunjukkan bahwa pembunuhan itu melanggar hukum,

petugas polisi yang bertanggung jawab harus dituntut secara pidana.

Di Indonesia, jika polisi melakukan tindakan kriminal seperti korupsi,

LUDE| =210

pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan, polisi tersebut telah melanggar

qjsiplin dan kode etik profesi polisi sekaligus melakukan tindak pidana.

_B?,erdasarkan bukti yang cukup, tersangka harus diproses secara pidana walaupun

=

i

t§ljah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik lembaga.

Proses peradilan pidana bagi anggota Polri dilakukan di peradilan umum. Jika
bukti bersalah, pelaku tidak hanya dipenjara, tetapi juga bisa diberhentikan

ak dengan hormat. Setiap negara punya peraturan nasionalnya sendiri dan tidak

84
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a cara universal yang bisa digunakan secara spesifik untuk situasi di setiap

W EdiD JoH @

B
«Q
QD
=
QO

r'-l

prd
@baya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak

rz%an terhadap demonstran
g
13 Memaksimalkan Mentalitas Kinerja Propam Polri Dalam Penegakan

Hukum Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran

Fungsi Seksi Propam dengan yang bertugas langsung melaksanakan

pengawasan dan penindakan dapa dijalankan secara maksimal terhadap anggota Polri
yang bermasalah. Oleh karena itu apabila Tugas dan tanggungjawab Propam Polri
ingin dapat berjalan secara maksimal dan sesuai harapan, maka harus dilaksanakan
dan dipedomani berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada

yaitu :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang
hemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang
aturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

~ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang

laksanaan tehnis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara

S 1§ AllPaA IL}%’] DI 0%

Republik Indonesia.

O

d? Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/42/1X/2004 tentang atasan yang berhak

ul

@enjatuhkan hukuman disiplin dilingkungan Kepolisian Negara Republik

o
>
@
2,
I

85
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Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/43/1X/2004 tentang tata cara penyelesaian

W A2 J0H ©

%Ianggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
éKeputusan Kapolri No.Pol.: KEP/44/1X/2004 tentang tata carasidang disilpin
Egagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
gi Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 tahun 2006 tentang Kode etik profesi Kepolisian
I’&Eegara Republik Indonesia.
h. Peraturan Kapolri No.Pol.: 8 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja
komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan
hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum. Sedangkan
untuk penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan

diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah

hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

L
+

Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan untuk
D

meffibina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota
=
Polri"serta Pimpinan / Ankum atau atasan yang berhak menghukum adalah atasan

yaﬁ- karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada

ba\éahan yang dipimpinnya. Aparat yang dibutuhkan dalam rangka penegakan

hulgt;'rjm disiplin anggota Polri adalah 1) Aparat yang menguasasi hukum, 2) Memiliki

ketgampilan teknis yuridis, 3) Berintegritas, 4) Profesional, 5) Bersih, memiliki

kori%tmen pada keadilan, serta berani dan disipilin. Dengan demikian maka dalam
a

rangka tegaknya hukum disiplin bagi anggota Polri dapat dilakukan usaha atau

[y
kegiiatan berupa :

86
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E .Penjatuhan hukuman disiplin haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin
% : %ng dilakukan sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.
é IEE é Peningkatan pemahaman anggota Polri terhadap peraturan hokum disiplin
% : %ﬁ?ggota Polri.

')

i

8) Pemberian teladan ketaatan terhadap hukum.

A

S
4) Pembinaan kesadaran hukum.

5) Pembinaan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.

‘Buopun-Buopun iBunpung opdi yoH

6) Tradisi penegakan hukum disiplin yang benar dan konsekuen untuk

yrunj@s noo uop uoiboges dynBuaw Buouong *|

wad uoBuuaday ynun oAuoy uodynBuad "o

menghindari kekecewaan masyarakat.

i
o BuoA uoBuyuaday uoyiGrisw oy

:‘_ 7) Komitmen seluruh anggota Polri terhadap pembentukan disiplinnya dengan
=S titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga
3 masyarakat."**

LD

YO DS NLons uonofull neo iy vospoued ‘uosodo] uounsnAusd Yo oduoy uosjnuad ‘uoiyauad uoyio

Di kalangan Kepolisian di berbagai negara telah mencoba membangun empat lapisan
[y

kulturgolisi, yaitu:
D

¥- Membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat dengan polisi adalah mitra,

=10

famun tetap tegas dalam menegakkan hukum

Sistem keyakinan dasar yang mengatur perilaku hubungan dengan

J'ﬁ'amJ r-'|

\asyarakat,baik dengan orang yang melakukan kejahatan maupun orang yang

i

kanperilaku kejahatan.

|50 JaCLUNS UDYINgaAUSLL DP UDYLWUINUDIU e oduny iul sing oAIny

Mempelajari ethos keda atau semangat polisi dalam lingkungan

LU oyne wia w2l oduny undodo ynjusa wojop i sipng

rjanyasehingga menjadi motivasi sebagai polisi yang baik.

hips DUDUF uUD @ NSO /

J

3% A. Kadarmanta. Membangun Kultur Kepolisian, ( Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2007), him. 42
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o

T
Q
0,
®
4, Memiliki pedoman pola berpikir dan berperilaku yang membentuk profil polisi
— I
- — 3 .
- % 5; dalam tugas di lapangan.
035
= Lj ©  Pelisi dan masyarakat yang demokratis, pada prinsipnya berdasarkan atas
j;L_isijprerrTaa hukum, memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia,
g§2a 7
G &t I:% sparan, bertanggung jawab kepada publik, berorientasi kepada masyarakat, serta
589 3
E:L:ia;g anya’ pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi. Untuk itu komitmen
523
g ‘Eléebersamaan seluruh personel polisi untuk menegakan supremasi hukum melalui :
S @ a) Keteladanan seluruh pemimpin dalam organisasi Kepolisian secara berjenjang.
B S
3> b) Membangun rasa kebanggaan sebagai anggota Kepolisian secara terusmenerus
sehingga tumbuh kasadaran akan pentingya kebanggaan terhadap profesi

Kepolisian.
¢) Membangun kemitraan dengan masyarakat.

d) Sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem pengawasan Internal Polri
[y

diantaranya implementasi penegakan hukum disiplin anggota Polri sehingga
D

masyarakat diharapkan ikut secara aktif memonitor, mengawasi bahkan

=
melaporkan bila ada pelanggaran disiplin anggota Polri.

I?.froses Peradilan Pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
;"[“_.

secara—umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan

JUmum—*Hukum dibuat bagi setiap negara bertujuan untuk mengungkapkan pandangan-

i

pandangan normatif warga negaranya atas kerugian dari setiap bentuk tindakan
a

U J:::'S!|"I.JE|:J 'J:::JGTJ:::| uounsnAusd Yo o

=
kejahaBan dan menetapkan bentuk hukuman.bahwa ketika seseorang melanggar hukum

dan melanggar peraturan, ada suatu ketidakseimbangan sosial dan moral dalam keadilan

NS uonofuly noyo
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yang rhanya bisa dipulihkan dengan memberikan hukuman kepada pelaku

Fgrelanggaran

@2 Iﬂemahaml Produk hukum dan perundang-undangan Dalam Pelaksanaan

w
Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Akuntabel

:Buopun ['E.Jr:n.]m[i.mn.]ul
LUDr oul

Penyidik Propam memilki banyak refrensi produk hukum dan perundang-
undangan baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri.

Sehmgga pada saat melakukan penyidikan penyidik Propam dapat menerapkan pasal

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Menurut Jimly Asshiddigie

3para penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia

dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing.Kedua, penegak

hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas

birokrasinya sendiri-sendiri.**®

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan

L

daléi}n menegakan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat penegak hukum itu

D
mertipakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hokum. ™’

=
£ Melakukan pelatihan teknis pelaksanaan penyidikan perkara Pelanggaran

@isiplin, kegiatan rapat kerja teknis Internal propam dan kegiatan pelaksanaan

D
§&pervise Internal Propam

]

113 Kelyjp Carlsmith, John Darley, dan Paul Robinson.Why Do We Punish? Deterrence and just
Desserts;as Motives of Punishment. Journal of Personality And Psycology. 2002. HIm. 284

-

O
136 Jimfy Asshiddigie.makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia,
Disampﬁkan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI
Fakulta%—lukum Universitas Gadjah Mada.17 Februari 2006, him. 14

O
37 Soerjeno Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet. Kedua belas, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada%OOZ), him. 101
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Melaksanakan kegiatan pelatihan teknis pelaksanaan Penyidikanperkara

LU BYdID y0H @)

pelanggaran disiplin dengan materi pelatihan:

(;_I) Pembuatan laporan / pengaduan, teknik penyelidikan.

w

(:2) Teknik pemeriksaan saksi dan terperiksa.

Q

(3) Penerapan pasal, pembuatan resume dan pemberkasan perkara pelanggaran

=
disiplin.

(4) Pembuatan persangkaan dan tuntutan perkara pelanggaran disiplin.

T
o
=]
0o
i
a
=
o
2
e
c
o
=
0
—
o
o
0

(5) KUH Pidana dan KUHAP.
(6) Juklak dan Juknis penyidikan tindak pidana.
(7) Peraturan Pemerintah RI NO.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota
Polri, Peraturan Pemerintah Rl NO.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Anggota Polda, Peraturan pemerintah Rl NO.3. Tahun 2003 tentang pelaksanaan
teknis Institusional peradilan umum bagi anggota Polda dan
Eg) Peraturan Kapolri No.7 dan No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri.
2.3 E}lSlatlf Propam Polri Dalam Melakukan Penyidikan Dan Menerima
Laporf;n Pengaduan Dari Korban Kekerasan Pengunjuk Rasa

B?erawal dari adanya laporan dan pengaduan yang masuk tentang terjadinya

=T,

pelanqgaran disiplin, khususnya tindak kekerasan kepada pengunjuk rasa oleh anggota

Polr| &ﬂakukan kegiatan penyidikan dengan kegiatan pemeriksaan dan penyelidikan

g
9
a
-
e ]
3

]
g

)
Q
=
o
]
or
|
Q
i |
=
a
o

N )
a
a
:I'I
1
a
=
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0
=
Q
3
3
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i |
3

]
2

5
{1
o

-
3

3
B
e

Q

a
:l
]
'{
o
n__.l
=~
]

N )
-"_
:l
._'T
".l

:I

kepadganggota Polri dan korban pelapor.

—
Penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan

o]y

hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah — kaidah hukum dalam sikap dan

tlndak% untuk menciptakan, memelihara dan menjunjung tinggi keadailan. Oleh karena

90

IQUUD [ UIpP N



HIOONAYE YHYHL NYHLTS

¥ oAU Dcpad waw Bunio)g 7

CAIDYY L run|

JUNe WIn uzl oduog undodo yn jua Wwojop iul sng o

&l
Ly

Ll ep

L

i G A

dynBusag "q

puad uobuyuaday ynjun ohuoy J::::J!_ﬁ.f:‘uad (s}
yrunes nopo uop uoiboge:s dynbusw

LD

oA BuoA unBuyuaday uoyiIBrisw 3o

DUINS NI X

LD

i-_.
o
__fl
o
i
]
i
__fl
o
i
]
2
=
&
o]
-
o
&5
3
=]
o
i}
]
":
&
o
S
=}
o]
o
2
o
__fl
o
i
]
2
=
o
2]
-
=
o
o
o
=
=
o
2]
-
L
&
=
5
&
=
&
_T

Co
a]
'{
g
G
Ja
g
3
0
a
3
]
2
3
a]
o
3
3
]
o
o
A
a
a
3
]
2
3
-
1
n__.l
=
a
N ]
@
3
]
o
]
l
ﬂ

91

)

dio yoH

itu unLqu menghasilkan tegaknya hukum termasuk dalam hal ini tegaknya hukum

5(f[5ipli€[—: anggota Polri, maka penegakan hukum secara konsepsional dalam upaya
:I 'l."

@ aneg%an hokum berkeadilan.

: {../'.I

Fi;ropam melakukan Pemanggilan untuk pemeriksaan saksi anggota Polri. Dalam

')

i

asus pelanggaran disiplin yang dilaporkan masyarakat dan berdampak pada citra Polri

g memerlukan percepatan pemeriksaan dan laporan kepada pimpinan atas kasus

f"é‘"‘ 1.-‘& Jr‘ﬁ@jl[‘i.mn.]

ng terjadi dengan Penerapan pasal atas pelanggaran disiplin secara tepat. Inisatif
P hak Propam dalam penegak hukum adalah menerapkan hukum disiplin anggota Pori
=dalam hal ini Provos Polri sebagai satuan fungsi yang bertugas membantu Pimpinan
‘'untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan
anggota Polri. Seksi propam yang merupakan penegakan hukumnya Polri bertugas
untuk menyelenggarakan fungsinya sebagai:

1. pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan
.

personel Polri;
D

Z-penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres;

=
37 pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi

S
personel;
D

- pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah

g O AfSIS

njalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan

ng tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.**®

IS DUDUS UDEY NS

138 Sad]HQno Etika Hukum, (Yogyakarta: Laksilang Medialanta, 2008), him. 79.

91

WD UIpf

i
et



¥ oAU Dcpad waw Bunio)g 7

undodo ynjued WooD iU Sipng BAIDY Urunes NoLo uog

IgLIDr DUNg Nin uiZi oduny

HIOONAYE YHYHL NYHLTS
o .

dynBusag "q

LD

oA BuoA unBuyuaday uoyiIBrisw 3o

DLNS MM X
YO DS O NLons uonoful nejo {iy vospnuad ‘uosodo] uounsnAusd yon) oduoy uosjnuaed ‘uoiysuad uoypipuad uoBuuadsy ynjun oAuoy J::::JI.’l“JEId o

LD

92

njad4 korban, disampaikan penjelasan secara tertulis oleh pihak penyidik Propam

T

O

0,

;)( opam Polri yang memiliki banyak referensi hukum dan perundangundangan,
bglk ya@%qg berlaku umum maupun yang berlaku khusus di internal Polri. Sehingga dalam
'l." —
qg ker@angan proses penyidikan perkara pelanggaran disiplin, anggota Polri
= L
dl_publrka3|kan secara luas kepada masyarakat terutama kepada pihak pelapor yang
0, «-.

n?
W
L_.:

Iri. tMengimplementasikan nilai-nilai paradigma baru Polri sebagai polisi yang

ﬂ?:a

rwatak sipil dan nilai-nilai reformasi Polri dalam proses penegakkan hukum disiplin

f“%":.]

anggota Polda seperti :
a) Dalam melakukan penyidikan pelanggaran disiplin hendaknya didasarkan pada
keunggulan yang berorientasi prestasi, dedikasi maupun kejujuran bukan karena
kepentingan pribadi ataupun golongan.
b) Dalam penyidikan sampai dengan penjatuhan sanksi hukuman disiplin didasari
oleh komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan moral.

L

Q Pelaksanaan penyidikan pelanggaran disiplin sampai dengan penjatuhan
D

@kuman disiplin harus dapat dipertanggung jawabkan, transparan, tidak

=
diskriminuatif dan berkelanjutan yang berorientasi pada menitikberatkan secara

terus-menerus disiplin anggota Polri.

q=¥

_Iﬁengan kondisi penegakan hukum yang memiliki insiatif disiplin anggota Polri

O
yang sesuai harapan niscaya akan menjadikan tegaknya disiplin anggota signifikan

|50 JaLUNS UDYINgaAUSLL DP uDyLInuoauaw oduoyg iun syng 0AIDY Yrune@s Nnoo uop u ulEuqm duynSuaw E.lu D|

seirin_g dengan paradigma baru Polri sebagai polisi yang profesional, obyektif,

transparan dan akuntabel.

L]

92

IQUUD[ UIpPPNIDS DUD



¥ oAU Dcpad waw Bunio)g 7

undodo ynjued WooD iU Sipng BAIDY Urunes NoLo uog

IgLIDr DUNg Nin uiZi oduny

HIOONAYE YHYHL NYHLTS
o .

dynBusag "q

LD

DALIO J::::J!_ﬁ.r:‘uad o]

AupBuyuaday uoyiBnisw 3o

oan Bt

h
Aoy unsipnuad ‘uoiyausd ‘voypipuad uobuyuaday Jngun
|50 JSCLUNE LD |,.1._wi ISl op .|._:::1 UnuooUs oduoy Ul Sjng DAIDY Yrun|9s noyo uop |.d|E::,:.1._7nk clip ||_- Ul Bucuopg *|

DUINS NI X

LD

e vosinuad ‘uododo] uounsnAusd o) o

NS uonofuly noyo

',_,I:::| DSDLL NJE

93

T

Q

0,

®
C. Analisiss Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anggota
T
F?"JOLIQL Terhadap Demonstran Dari Perspektif KUHP
Q
2 Qemonstrasi merupakan bentuk ekspersi berpendapat. Demonstrasi atau unjuk
S w
aa adalah hak asasi manusia atau hak warga Negara. Secara etimologi hak asasi
o, «-.
nﬁ us;a berasal dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Hak (haq) berarti
5 3
Kg enangan atau kewajiban, asasi (assa) yang berarti hal yang sangat mendasar dan
[C
tltd k boleh tidak, serta mengenai manusia yaitu manusia yang hidup bahkan manusia

:f“

~yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan secara etimologi pengertian hak asasi
Tmanusia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak mendasar
Spada diri manusia.*

Unjuk rasa atau demokrasi dipandang sebagai bentuk tingkah laku agresif,
khususnya tingkah laku agresif massa yang timbul sebagai akibat adanya frustasi di
masyarakat yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan yang wajar
dengavé»;j kenyataan yang didapatkan (relative deprivation). Selain itu, unjuk rasa

|pan(ﬂng sebagai tindakan kolektif yang didalamnya terdapat beberapa kelompok
manusria yang sangat potensial dan mudah diajak untuk melakukan unjuk rasa,
dlantafanya orang miskin, orang yang sedang mengalami frustasi, orang yang tidak

:T
puas é}ang yang tersingkir, kelompok usia muda, juga kelompok marginal di tengah

masyarakat 10
élta tahu juga bahwa para anggota kepolisian ini diberikan wewenang yang

=
sedemikian luasnya, bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut,

o]y

para aaiggota kepolisian yang lebih khususnya disebut penyidik berwenang mengurangi

JIOS

139 Rahr-'nah A. Kapita Selekta Hukum Pidana. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), him. 10
140 Hof‘fgr E. Gerakan Massa. ( Jakarta: Yayasan Obor, 2002), him. 80
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dio YoH &

kebeba$an dan hak asasi seseorang, asalkan hal itu masih berpijak pada landasan
— I
h’ukunETetapl dibanyak kasus yang terjadi, para penyidik ini seakan — akan menjadikan

-\.A.rl

nya{idengan bebas dan tidak taat aturan sehingga sering kali terjadi tindakan anarki.
L./‘.I

WerTang pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang, harus dihubungkan dengan
"".

sqn prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan

-\.A.rl

3seorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara

":.Jrﬁ" Jr:“gj![': JE.JW@ ’J

rfe rlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta

-G

~penegakan ketertiban hukum pada pihak lain**!. Fenomena tindakan anarki dalam unjuk
rasa yang sering terlihat dalam unjuk rasa yang banyak terjadi di Indonesia, sehingga

“harus dipahami bahwa tindakan anarki dalam unjuk rasa memiliki keterkaitan erat

Ul 51y DAIDY 4runj@s Nojo uop uoiBogas dunBuaw E.lu.._-

_dengan tindakan kekerasan yang sebenarnya telah lama tumbuh dalam masyarakat.
Q

A

S Tindakan kekerasan massa akhir-akhir ini seolah-olah dijadikan alat atau sarana untuk

3
]

:-'l - - - -
* amemberikan tekanan pada aspirasi yang disuarakan oleh seluruh elemen masyarakat,

o
—, :'..-"'.I

:yang Fﬁarah pada struktur lama untuk ikut terlibat/berpartisipasi mengubah berbagai
kebua@n publik yang selama ini dirasakan penuh ketidakadilan.

%perti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya Berdasarkan UUD 1945
dan U%dang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

®
Pendaﬁ%\t di muka umum, bahwa unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara yang

13gLUNS UDYINgaAual Dp uoy

Jdlllndurngl oleh undang-undang tentang sesuatu hal, baik kepada pemerintah maupun
pihak Jﬁln guna mendapatkan penyelesaian ataupun solusi tentang masalah masalah
Q
=
yang tgrjadi di elemen masyarakat. Isu atau persoalan dalam masyarakat tidak akan

pernah-ada habisnya. Setiap saat persoalan akan selesai di satu sisi dan bertambah di sisi

%! sadjijono,. Memahami Hukum Kepolisian. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008), him. 55
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dio YoH @&

yang iqinnya atau bahkan satu persoalan tidak pernah menemui ujung selesainya.
:’I\gtellh@apa yang terjadi dimasyarakat itu ada sekumpulan mahasiswa yang bergabung

s ag%garls terdepan yang memperjuangkan hak — hak rakyat atau masyarakat dan
s {../'.I

reker biasanya disebut dengan para aktivis. Aktivis ini adalah merupakan suatu
"".

i

Iomppk masyarakat maupun mahasiswa yang sadar dan tersadarkan. Suatu kelompok

Jﬁﬁ@jl[‘: 13“ J

rl;lasyarakat yang sesungguhnya memiliki peran sangat penting dalam dinamika sosial
s%atu masyarakat secara keseluruhan. Maka, menjadi satu tuntutan yang wajib bagi
seorang aktivis mahasiswa untuk mengetahui dan selalu memperbaharui informasi yang
“la dapatkan dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam
masyarakat

Setiap tindak pidana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) sebagian besar dapat diubah menjadi komponen yang terdiri dari komponen

ULl oduoy [Ul SN} DAIDY Yrun|j@s i D40 UDP |._,|E._,,_1._1x diynBuaw E..I..- D|

1abstrak dan komponen sasaran. Komponen emosional adalah komponen yang terhubung

o]
3 {..-'".I

:dengawprakﬂa atau diidentifikasikan dengan praktisi, dan menggabungkan semua yang
o

3Dy

:ada dlﬁalam hatinya. Komponen emosional dari demonstrasi kriminal adalah:

-

o

3 =

3 & Kesengajaan.atau.ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa).

S

5 B; Maksud atau Voornemen pada suatu.percobaan atau pogging seperti yang
5 d_qmaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

]

a

Berbagai macam tujuan atau merk seperti yang terkandung, misalnya dalam

langgaran perampokan, misrepresentasi, pemerasan, penipuan dan lain-lain.

95
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T

Q

0,

®

¢ Macam-macam ke depan atau voorbedachte raad semua hal yang
(ﬁpertimbangkan dalam melakukan kesalahan pembunuhan menurut Pasal 340
KUHP

&

efé perasaan ketakutan yang bisa ditemukan dalam definisi demonstrasi kriminal,
é’gltara lain menurut Pasal 308 KUHP.

-\.
el

.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan tindakan dari si

pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid

b. Kualitas dari si pelaku misalnya.keadaan.sebagai seorang pegawai negeri di
dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus
atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal

398 KUHP.
O

+

D
c%KausaIitas yakni.hubungan antara.suatu tindak.pidana sebagai penyebab dengan

[

gésuatu kenyataan sebagai akibat.

£ Tindakan penganiayaan oleh anggota Polri terhadap pengunjuk rasa
D
mel'e_c}p kan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam

Pasal 6 huruf g Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

Pohg:' juga dilarang untuk : “ Menyalahgunakan wewenang “dalam tugasnya sebagai
]

i

15 80

angﬁpta Kepolisian. Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan
=

O
kekgrasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara

pidii_rn]a sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri

96
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T

O

0,

®)

ng melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang
T
> S . . : I .
EKO@ Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum. M.H. Tirtaamidjaja menilai bahwa

J —
“

-

penﬁaniayaan dengan sengaja menyiksa atau mencederai orang lain. Bagaimanapun,

diatur sebelumnya (memenuhi voorbedachte rade) sebelum demonstrasi diajukan.

)

5 @

‘5 derr'_@nstrasi yang membuat sakit atau cedera orang lain tidak dapat dianggap sebagai
Q. 0

= penindasan jika dilakukan untuk memperluas keamanan tubuh**

= =

3 3

Tz T Penganiayaan yang diatur adalah penindasan di mana ada komponen yang
&

-

Untuk komponen yang akan diatur sebelumnya atau berniat memiliki 3 syarat yang
harus dipenuhi, secara khusus**®

a. Memilih kemauan di lingkungan yang tenang.

b. Ada cukup waktu dari saat pilihan dibuat hingga pengaturan untuk eksekusi

penganiayaan.

Q?Eksekusi demonstrasi selesai dengan tenang
ﬁal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum dari Pasal 351 KHUP tidak hanya

Q
berlakéi kepada masyarakat umum, tetapi juga bisa dikenakan terhadap anggota
7l

kepolisian yang secara terbukti telah melakukan pelanggaran semasa bertugas dan akan

dikena_iEan sanksi yang sesuai sesuai ketentuan hukum pidana.

1aquw

éparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung masyarakat

a

)

%dituntuﬁ‘,untuk melakukan penegakan hukum di bidang apapun, mereka dituntut adil dan
=

bertan&gung jawab atas tindakannya. Tetapi bukan berarti para aparat kepolisian bisa

1

=
sewenihg — wenang melakukan penegakan hukum tanpa adanya pertanggung jawaban.

jos o

—

142 Marpaung, L, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 22
143 Tongat. Hukum Pidana Materiil.( Jakarta: Djambatan, 2001), him. 12
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Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah
_n;elakEé(an suatu tindak pidana. Moelyatno mengatakan, “Seseorang tidak mungkin

c{{pertaﬁggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu tindak
w
dana Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada
"".

akuKannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika

Eouy

%l[,

S
sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana®**

:['5.11'::.1,‘% UDp

Roeslan Saleh mengatakan bahwa: “Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan

~dan dijatuhi pidana kalau tidak melkaukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia

145

melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana™. Oleh Van Bemmelen

dlkatakan bahwa unsur mampu bertanggung jawab’ harus ada untuk dapat dipidananya

Ul 51y DAIDY | unjas noyo uop uoibogas dunbBuaw h.lu

=seorang pelaku. Jika terjadi suatu kekeliruan, bahwa seorang pelaku harus dianggap
Q

Stidak  mamapu  bertanggung jawab, jadi  perbuatan itu tidak dapat

3
]

-lz;'dipertanggungjawabkan padanya, ia akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum®*
a

3 o
:Memb&‘ca pendapat dari van Bemmelen di atas, ini berarti bahwa untuk dapat memidana

eseoraaag, maka seseorang tersebut harus benar-benar dalam keadaan mampu
=

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
Iﬁfans Maramis mengatakan bahawa: “Tiap orang dipandang sehat jiwanya dan

;"[“_.
karenanya juga mampu bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini

1agLUNs uoDyingadua Op UDAL

JImerupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga tidak

Uoul uoyyns

14 Huda) C. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana
Tanpa Késalahan. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), him. 45

145 SaIeE R. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta: Aksara Baru, 1981), him. 99
146 Bem’melen J. V. Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiil Bangun Umum. (Jakarta: Bina Cipta,
1984), hlm 30
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merupakan unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu

:11 é[bukg(an
0835
e Lj 2 %pel’tl yang kita tau bahwasanya anggota kepolisian dalam menangani ricuhnya
2 2@s i_ﬂ sana dalam kegiatan unjuk rasa adalah kewajiban dari pihak kepolisian. Dalam
o0 3ag 2
& inﬁ umdkan dan mendirikan pemerintahan dan organisasi yang bersih (clean
ag 3
“:iqg_; ernment and organitation), Polri terus melaksanakan program dan bertanggung
.-:l =
a |

;jfa’\Nab atas program reformasi dibidang penegakan hukum. Hal tersebut merupakan
'II
~sebagai tindak lanjut, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.28 Tahun

nja

u

'71998 tentang pembentukan Tim Reformasi Hukum,penegakan hukum merupakan ujung

AR

tombak dalam upaya memerangi suatu pelanggaran dan tindak pidana. Tidak terkecuali

L

Aoy uDsipnuad ‘uoiyausd ‘voypipuad J:::-r:EJ!.JEIﬂEI‘Ji ‘31"I.J"I [

Kepolisian yang merupakan alat negara yang diberikan kewenangan dalam menagkkan

DUINS NI X

hukum Upaya penegakan hukum vyang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat

dllepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-
{..-'".I

ndar@ No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan
0

dan k&{ertlban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,

LD

=
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

R)enerapan sanksi Polri yang telah berubah dari penerapan proses peradilan Militer
:T

menjaeﬁ peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang

D 18NS UDiNgaAUSaLl D DL u JUDaUBW oduDy (Ul SNy DAIDY

Pelaksanaan Teknis Institsional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI.

.-'l

dealgm anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan dan melanggar

U J:::'S!|"I.JE|:J ‘uouodo) uounsnAuad yopu) o

=
ketentuannya dapat dituntut KUHP. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan

5 5

(= O

= w

= dui

o W Maréms F. Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),
£ him. 44**

: 5

::: 2

= o)
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kekeraaan diantaranya berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa
— I

:’p’enguaguk rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan.

r

:é; 1{; Qpaya penegakan disiplin dan proses Peradilan pada anggota Kepolisian sangat
;r ;lbutuﬁ(an guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya
”: r.:);_'i_' esfqnallsme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan
;_: b;k aj)ablla penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional.
? Pi{e tidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal
; .penegakan hukum atau pengungkapan laporan dan pengaduan yang terjadi di
E masyarakat.

Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulangan serta tindakan
Syang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang telah dikeluarkan oleh
Kapolri tersebut, namun dalam praktek penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta
pengendallan massa unjuk rasa, anggota Polri kerap bertindak tidak berdasarkan

eratugn yang telah dibentuk tersebut. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali
bukanﬂqelakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian
juga tl‘aﬁak dapat menngendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan
S|kap afogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku

:T
caksi démonstram bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara

jodo) uounsnAusd Yo DAl

1aq

JIkekeras'an seperti menganiaya dan memukul. Dalam bukunya yang berjudul Kejahatan

Terhadrgp Tubuh dan Nyawa, Drs. Adami Chazawi, S.H mengutip defenisi yang

ALY J:I:':T!|"IJE|:J ‘up

—J

dikemgkakan olen Satochid Kertanegara yang menyatakan bahwa penganiayaan
0

diartikgn sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa

L
sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain. Berdasarkan defenisi tersebut, maka

NS uonofuly noyo

100

IQUUD[ uIppPn
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dapat :giisimpulkan bahwa kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota
Dl@pollsan dalm aksi unjuk rasa tersebut adalah tindakan yang melawan hukum.
%Jkum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam
sya;kat dan dituangkan dalam bentuk peraturan atau perintah bagi masyarakat yang
A

m,gjarl berbagai macam latar belakang. Di samping itu juga, hukum merupakan

S
Jatu @lat kontrol sosial dalam bentuk tertentu dan sekaligus merupakan alat bagi

":.Jr&“ JE”Q‘U[‘: i g oy

rfe erintah dan hukum bekerja sesuai dengan fungsinya dalam suatu sistem hukum

-G

(Frledman 1984).

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara,
pemerlntah Polri dan mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku, baik yang
berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan
melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin. Pelanggaran
Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar

eratugn disiplin. Anggota Polri yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan
|S|p|1£r Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijatuhi sanksi berupa
tmdaka?n disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau
tlndak;ran fisik (Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2

Tahun"bOOB) Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang

berhak-'menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Adapun hukuman

|50 JRCLUNS UDHL |,.1._wi =1 ._,._, LDHL u JUDoUBW odupy (U SNy DAIDY Yrun@s NnoLo uop |.d|E::,:.1._7nk diynBusaw Buomnj

d|S|pI|g tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003): teguran tertulis; penundaan mengikuti
5
pendidﬂxan paling lama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan gaji berkala;Penundaan

kenaikdn pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; Mutasi yang bersifat demosi;

101
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@ 2 Menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, apabila terjadi
; %

Q

L-.

o
ﬁ; anggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi
I%%Irl ,maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi
Pgode étlk Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankum dari terperiksa dan pendapat
:E rta saran hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penanganan pelanggaran
Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh
masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di
setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam
kemudlan melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan
pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri,
maka $ropam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan
Lmenguﬁulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan
mdangjguna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi
ProfesgPoIrl untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.**®

I\?Iellhat kondisi riil yang terjadi di Indonesia sekarang ini mengindikasikan

danya-kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Kegagalan

1S .d 13CLUNS UDYiNgaAual Op uoyL u JUDaUaW oduoy 1l SNy DAIDY | L.'I|-_1‘~ 1040 UOP hl.dlE::-:.]m

peneggkan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan

=
(unability) dan ketidakmauan (unwillingness) dari aparat penegak hukum itu sendiri.

o]y

Permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari

g«

148 . padiRahardi, M.H, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) LAKSBANG
MEDlA&AMA Juni 2007, him 172
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)

dio 3oH

kenyafgan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi
— I

! _aptarai}ukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya.

a T' —
ul@epm%ngan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan

ng

ukfghwajseluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Jika hukum tertulis yang

Q
iengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan

= 16

oD

W
m.J

eradazdalam kepincangan. penegakan hukum terhadap peraturan baik disiplin, kode

|k dan pidana terhadap anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan

r.%n |

o

elum mampu secara maksimal memberikan dampak negatif bagi perilaku anggota Polri
“haik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum
Yperaturan disiplin, kode etik, atau tindak pidana masih terjadi perbedaan persepsi

‘tentang pelaksanaan hukuman yang diberikan dalam melakukan pelanggaran.

|50 JaLUNS UDyiNgaAUSL DP UD3LWINUDaU e oduny iUl sipng 0AIDY Yrunes Noyo uop .J..-IEL‘-{.]-JE dunb
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
3
. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
o)

sebagai berikut:

Penyebab polisi melakukan kekerasan dalam aksi demonstrasi adalah adanya
perbenturan kepentingan. Perbenturan kepentingan terjadi antara demonstran yang
menyuarakan aspirasinya dengan polisi yang mengamankan aksi itu sendiri. Dalam hal ini
para demonstran mempunyai kepentingan untuk menyampaikan pendapat mereka secara
bebas dan lugas sedangkan aparat keamanan yang dalam lini adalah polisi yang
berkewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Polisi melakukan tindakan preventif dan
repLeqsif terhadap hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum. Polisi berkewajiban
mepré;awal dan menjaga aksi demonstrasi agar tidak melanggar ketentuan tentang
derﬁﬂonstrasi yang dikeluarkan pemerintah, dan juga bertugas untuk menjaga fasilitas-

fasilitas umum serta instansi-instansi milik Negara.

Upaya penegakan hukum aparat kepolisian yang melakukan tindak kekerasan

IS8 AIU

terﬁ:édap demonstran yaitu dengan cara memaksimalkan mentalitas kinerja propam polri

dalgzjn penegakan hukum anggota polri yang melakukan pelanggaran, memahami produk
=

hukdm dan perundang-undangan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang profesional
=

darbakuntabel dan inisiatif propam polri dalam melakukan penyidikan dan menerima
]

O
Iapgmn pengaduan dari korban kekerasan pengunjuk rasa. Dengan kondisi penegakan

hulé:ﬁ:m yang memiliki insiatif disiplin anggota Polri yang sesuai harapan niscaya akan
= 104
-
g
=
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B &

jadikan tegaknya disiplin anggota signifikan seiring dengan paradigma baru Polri

seb ai polisi yang profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.

Aparat yang melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa ini nantinya akan

- uns NI

dip ses sesuai dengan ketentuan hukum sesuai dengan terpenuhinya unsur — unsur
ke k_% asan yang telah dilakukannya dan hal ini sesuai dengan ketentuan hukum pidana

eraasarkan Pasal 351 KUHP sesuai dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan oleh
oknum — oknum aparat kepolisian tersebut. Bahwa tindakan dari aparat kepolisian yang
terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan
prosedurnya akan diproses dan akan mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Dan
bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini harus dibuktikan
pelanggaran pidananya dalam proses peradilan pidana sampai dengan putusan pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sesudah itu maka sesuai PP No. 2 Tahun 2003
tenta:ng Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia dan Perkapolri

9]

No:m4 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indronesia,
polgi yang melakukan tindak pidana akan dijatuhkan sanksi disiplin. Dan sanksi — sanksi
terkgdap aparat kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan akan diberikan sanksi keras
bert‘iésarkan Pasal 9 PP No. 2 Tahun 2003 berupa: Teguran tertulis; Penundaan mengikuti
penﬁidikan paling lama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan gaji berkala; Penundaan
kerfékan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; Mutasi yang bersifat demosi;
Perﬁbebasan dari jabatan; dan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh

harl

[72]
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T
O
0,
@
. Saran
=
1. BU No. 7 Tahun 2012
Z
Seh‘f-ijusnya di Pasal (1) Huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
_)
Indg‘n esia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan,
Q
: da ﬁPenanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum terkait batasan waktu
pelaksanaan tersebut, seharusnya dibatalkan atau dilakukan pengajuan permohonan uji

materiil ke mahkamah agung, untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, agar tidak
ada yang anggapan tumpang tindih sebuah asas Undang-Undang terkait batasan yang

terdapat dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat di muka umum.
2. SOP POLRI

Sertg semua lembaga keamanan yang diberikan tugas dapat memfasilitasi kegiatan

9]

den:\rbnstrasi sebaiknya dalam hal perizinan terkait pelaksanaan unjuk rasa lebih dapat

dengan benar-benar di selektif supaya menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi,

2l

yang mana dapat menimbulkan gangguan keamanan bagi banyak orang. Adanya dalam

progﬁes pengamanan, bila terjadi hal yang tidak diinginkan dan berpotensi melanggar
Iaré::ﬁgan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, hendaknya lembaga keamanan yang
berﬁenang menggunakan prosedur SOP yang telah ditetapkan sesuai PERKAP No. 7

-

Ta@n 2012, atas dasar UU No. 9 Tahun 1998.
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2 € Diadakannya majelis laporan aksi demonstrasi, untuk mempermudah dan memperlancar

L

laporan.

5
E8 >
(&8 =
§3 - .
- 3. Majelis Laporan Aksi
s — I
grogR 3
9 7 &5 2 Aparat pada saat di lapangan saat mengamankan aksi demonstrasi biasa nya memakai
= I _
3g —1 3 = peréngkapan yang sangat lengkap, mulai dari kepala sampai kaki. Jadi agak sedikit sulit
33588 S
2o :; & untek mengidentifikasi oknum aparat yang melakukan tindakan represif, saran aparat bisa
A7 Eal
23883 : :
52sS98 meﬁggunakan nomor pada punggung mereka saat mengamankan demonstrasi, sehingga
~CoZag J -
az~9't O e . .
25 % 2 S mempermudah dalam mengidentifikasi pelaku aparat yang melakukan tindakan represif.
0T =04
a
B
=

Yrun|es n

5

o

4. Pengaturan Tindakan POLRI

~
O
oA BuoA unBuyuaday uoyiIBrisw 3o

.
L

S0 Y run|

O,

Pengaturan Tindakan POLRI dalam menangani aksi unjuk rasa, harus menaati aturan yang

DUINS NI X

YO DS NLons uonofull neo iy vospoued ‘uosodo] uounsnAusd Yo oduoy uosjnuad ‘uoiyauad uoyio

sudah dibuat, dalam hal ini bukan hanya peraturan tentang demonstrasi saja tetapi harus

LD

menaati peraturan yang lainya misalnya peraturan tentang penggunaan senjata, peraturan
[y
o

tenf,?ng penindakan hura-hura, peraturan tentang pengendalian massa, peraturan tentang

penﬁgunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian.

5. Demonstran

U o

=

Terjaminya hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia dengan metode unjuk rasa atau

|50 JaCLUNS UDYINgaAUSLL DP UDYLWUINUDIU e oduny iul sing oAIny
1|

demenstrasi oleh negara sebagai bagian dari pengakuan hak asasi manusia diharapkan
W

LU oyne wia w2l oduny undodo ynjusa wojop i sipng

masilarakat terkhusus gerakan mahasiswa agar dapat menggunakan hak tersebut dengan
i

i

sebéik-baiknya sebagai bentuk perjuangan penegakan keadilan, mengentaskan kemiskinan
=
Q

dan-melawan kebodohan. Dalam menggunakan hak ini maka harus melihat sisi kewajiban

[y
ata@pertanggungjawaban agar tidak melanggar nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Para
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aks

T
Q
=
0,
18]
ngguna hak juga harus mampu menganalisis secara matang terhadap suatu kasus agar
3
si-yang dijalankan membuahkan hasil dan membawa kemanfaatan atau perubahan sosial

keaﬁh yang lebih baik. Melihat pada kegiatan kegiatan demonstrasi yang sering

diV\igjudkan oleh masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pada masa sekarang dalam

mer,lyampalkan aspirasinya, maka sepatutnyalah kegiatan demonstrasi tersebut dilakukan

3
dengan cara semestinya dan dilakukan dengan tujuan semestinya. Sehingga negara

Indonesia dapat benar benar menjadi negara yang menganut sistem pemerintahan

T
o
=]
0
5
g
)
a
o
@,
=
o
o
i
=
a
g
@

demokrasi yang baik.
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PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
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Sekalah Tinged A gamna [elar Megeri (STADN) Parepare
Ernail: surnanteil23 @ yahoo.com

Abstract: The cultvre of law &5 coceptance and wsiskmce an @ law event hdicariig
coch henan behevioy on legal proflem and event Brovght & to commamity. The law
can’t be omly seen from e wrididl perspective, Bt & must be seen By spverd
pewspective accowding to people and narion developement eifher developed ov
develepiig covmtvics. National develepment i absslute vequivement to Snprove
peeple I8, nation, md state.

Kata Kunci: Budayahulum Pembangunan hukum nasional, Peril db masyaralat.

SISTEM HUKUM DAN POSISIHUKUM INDONESIA

Fajar Nurhardianto*
Abstak

Dalamn satu sistem yang baik tidak boleh terdapat suaty
pertertangan antara bagian-vagian. Selain itn juga tidak boleh
terjad duplilas atau mmpang tindih diantars bagan-bagian
itu. Suatn sistern mengandung heberapa asas yang menjad
pedomman dalarn perrdhentukannya Secara umurn sistem hulaim
divagl merjad tua yaits Eropa Kontinental @il law spster)
dan Anggdo Saxon (cowmem low spstem). Chal Jow spstern
adalah bentuk-bentuk sumber hulm dalam arti formal dalam
sistern twlewn Civdl Law  beupa peraturan perundang-
undangan, kebiasaan-kehiasaan, dan yutisprodensi. MNegara-
niegara pengart civil low menetrpatian konstitue pada untan
tertinggi dalarmn hirard peraturan penndang-vidangan, Semua
negara penganwt cavil low mempunval konstitusi tertulis.
covamem law spstera Sistem hulum anglo sagon merupalsan
suaty sistern ndourn yang didasarcan pada yurispudensi, yaitn
lzeputuisan-keputusan haldim terdatlu yang kermidian menjadi
dasar putusan hakim-hakim selanfutiya. Sistem Huloun Anglo

Baxon cenderung lebih mengwtamakan indoum  kebiasaan,
hukumn yang berjalan dinamis sejalan dengan dinarnika

masyarakat.  Sedangkan A Indonesia jika  dilibat  dari
pengertian cioil Jaw spster dan cormmeam law spstew Indonesia
mengart kedva-duanya sendeming ke chil low spster tapi
juga pada pelaksanaannya masih menggunakan comman law
system

Kata Kurri : Sistern, Hukum, Indonesia
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Fakulias Hultum Universiias Sriwijaya

Ahstract

L suad law enforcemment in Indoves ia is sirilar to bxking fhe tro sides of the nomative and
empirieal sides which are a replacemert parbrer stuting from fhe pmcess of Ll wakirg,
maifes tution and implementation, law sdfrcsment sl fustics, in the famewodk of legal allowace,
the comummity needs justice in lavr exforcement service, law enfrvement fhat is in the hands of the
police based on the mundsts of e Law which &+ & nilestore s well a5 s Butess for the
establishent of Lo and fastize, How fo crgavizs the state, the police sve s ponsib e for some of the
daily govermment tasls, nanely the sense of sezusity to the conmmnity, many found that the Low
enforcement process 15 lame with fhe wishes of the people who need it starting fiom the police
imstitation.
Keywards: Institution, Lw snfbresent

Absirak

Habam dan penegakan huloarm & Indemesis s ssva dengan senpertanthan ke dus sisl nowmati
dam sisi erpisik pang wer pakan pasingan replektif 7l dar proses pewbustan Iz, persnjadin
seats pelads svman peranan hakam berpa pesgakan Il dan keadila, dalsm rangha mevespon
Kebubihan s yarakat, masyarskat menbubikhan keadiln dalam pelayanan penegakan bk,
dimara pelayanan penegakan hubum yag hubmys bavads ditangan kepolisisn vang bedasaken
snanst Undarg Undarg pang wenupakan tonggak schaligus benterg unta tegadawys M e
Keadilan Sebagai alat perlengkapan regara, polisi bertanggung javrah melaksanakan sebagian dari
tugas i s - b yaita Tars swan pada wargs was varakat, banyak ditermi
bahwasanp proses pencgakan hulum yang fmpae devgan keingiman masyamkat yane
et ks yang divled dai lerb ags kepolisisn,
Katalunci: Leib ag3, penegalian hakam
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ABSTRACT

Absmrak
rak ) Cawes of violence By police qificers ot Rave vecaived shaop seutivp fron the pudlic ave those
i‘efht";‘ ““‘]’(m;&“”“::;‘:‘f ul ’“ﬂm‘i‘“ smg mangatus tertang perlindung commitied by police qlficers who am ashed student demostaion in Tangerang Uy, This feidemt is in the
bl “E‘ak“‘d‘“‘ m.:\sx:lm H”:;‘Bﬂ_ e "’_‘“1”{ °H:k“m o s:k e o "’; Sttt because the police showld have o vew Inpovtat role fov sociely. The pupose of s study was 10
penpaunpnan lizl domons el st yeng bsea dizs bus unjulives, Hals semyeanpaden pendapal cralyge the dscourse srusture of reporting Vidknce by police qlficers against studert dew rSpEIT in
xmiu&?m ﬂ_“;hm“]‘;i‘; yang Pﬁ“ slam "_“k = h‘;'n angLn ]a:nf ‘1’5‘{ “Eﬁ‘h“: Rmgerang City ove the Eompas, com ovline w ass w edia by ussrgthe Pan Dk discourse analsis tecivngue
put nesia, Lanun Dl pelskeanasn v AR EW’“‘“E OFLAI WA 20 PRIPTE 1EAT LM T, MAD STUCILIES, SUPEPSTUCILIVGS, OV WICROSPICINS 31 Kmpas e WS ¢ CVEPage.
bahvraadanys zustu kesalahan ataupun suatu bentuk adalsh Hak v, TP vesuds af the aualsis show that, flvst, the Wacre suctume in Eowpan om repviing e dane of
Asezi Manusia yang sudsh jelae distur delam Ingﬂm\lﬂ shuran }'ﬁns telah ada sebelumnya, e mews 2exy nawaly the acas o Violen & Bp police qificers gt studm des crspaons in Tangenang (i,
Perelitin ini metode ¥ HE dengen p Lkonseptual den @ them further clabovated inte suliopics. Second on e superstuchie, &5 fie stk of fae dacouwe
{mﬂfl?s"md“?“ Perulis ﬂﬂ]lm‘d Psmh:‘“ ini “‘i"‘i“““k‘“ l"’h‘f‘al*é:kn“xf“;““ yang, related to the to3 WHGH b5 ally COVIEYS TDMRation tht vislese perpetated by police qificers Fas e
srazal deri persturen perundang undsngn den jughss dex yanghersa wden juurmal porentiolto violate humen vights cowd thove converned fave been folowed up. Tivd micro structre, Which
encivis Row e weuNg F dise OUPSE ¢ e cOphawd from ecilpats of B text namely setting detail

hkwun ysng relsvan dengn p refsrensi pada
pemelitian ini, penulis mneg\ﬂ\ﬂksn bahan non . th‘m\ ini rmnuruukkﬂn bahwa, burpose, serterce strusture, coPErenEe pronours, graphics and meiphors in the whole news. Overall this
udy concludes thar Kevpas com qpiies the values of Sorial vesprrBiinii in coNveRng igemation B it

talsh adanya pexlindungan hultum yang slsh diberilean ook Pemarintsh berups, perlindungan
ssoara preventif msupun wprssif ssrta dsmgm adamya PROPAM dinilai msmbartu dalan dlicourse agenda
welindungj hak- hek megysaeket.

Eeywordls: Dircoupse dualysis, Folowe Police Persormwl Dewovevarors, Onlie Mass Meda
Kaka Kunei: Perlindungan Huk v, Tindaksn Represif, Deno nstrasi

Kelkerasan Terhadap Jurnalis oleh Oknum Aparat Kepolisian Saat
Meliput Aksi Demonsirasi Di JakartaT ahun 2019-2020

Th: Faomal 81-Wasath 2 Mo 1:33-44
Toumal homepage: hitps dficumalunusia ae idind s php/aby ssathlindsn
IS5 27216180 (Onlire)
HAM dan Kehebasan Berpendapai dalm Undang.
Undang Dasar 1945

1Fathurahrnan Saleh, 2Bilal Sukama
Prograrm Studi [lmu Politik, UPH Veteran Jakana
fathurabenans@upeeej.acid, bilalsFupred.ac id

Mara Onglu Hsh

s . Absirakei
UIN Sultan Syarif Kasim Rian Classification Wegars dergan sistem demolkast yang bissanya meni b srathan pada kebeb wsan, palisg sedilit
Consepiual Articks 1

Absirak meilild 2 (dna)umsur keb ehasan yarg secar unmm diganbarkan, yaitn idan
Hak Asai Mausis mempakan hak yane melekst pada dii Izbebasan pers. Kebebasan pers di negara demokrasi dapat d.uad)kax\ se'b azal indikator untak
seseorang sudsh ada sejak ia lahir yang fdak bisa digargen gugat menguknr demsleatis idaknya suaty negava humalis sebazai elemen terpenting dalam pers atm
cleh siapa pankawena mdah menjadihak milik pedb adi dan dijjamin Subnatted: 23 Februan 2021 media, seringkali menghadapi bertbagai bermnk kekerasan yang dilakukan oleh berhagai elemen
cleh negar melivdmes setiap warganya, salah satoa hebebasan  Acoepted: 24 Apail 221 masyarakat, salah sabunya berasal dan olooum adalah kepolisian. Kekeras an terbadap jumalis oleh
berpendapat secara lisan maupun milisan, yang diastur didalam Online: 24 Apil 2021 olanam kepolisian, kerap tezjadi s aat jurralis meliput aksi demonstrasi yang terjadi di berh agai daerah

Dielarasi Unnomn Hak dsasi Mamssis, di dalam Undang-Undang
Diasar 1945, Tujuan ini adalahuntnk ihamdan
kebebas amberpen spatdalamund 1945 Metode penelitian livay
vesearch (stadi kepustakam) dalam perelifion huloum metode
pendekatan puridis normatif stor penelitian huloum kepstalraan
yang artinga satn pendekatan berdasarkan sturnshiran bukam
shagai mats betenan dan joga wdzvgundang dasar. Hasl
penelifian ini Esheh asanberpendapatdidalam
Undang-Undang Dasar 1343 diatr delamundang-undarg adalsh
bl uniuk berpendapat, menyataken piliran dan bezsertilat (D
1945 pasal 28 E,F, Unlang-Unang nomor 39 tahun 1999 fentang
hak aasi mamsis, dalam pasal 14,23, 24, dan 25 UT He, 9 tabun
199 menegashan bahva kebebasan berpendapat mempakan hak
mendasar dalam kehidupan yavg dijamin dan dilindunei oleh
regara. Belakavgan B hebebasan berpendapat ferkadang bunya
masih wrajar kritik menb angun yang dilakolan olsh mas yarakat
tapi kerap hebebasan berpendspat mengalami penyenpitan ruang

di Indoresia. Feneliian ini besmjoan wntak melihat bertuk dan dasar dari kebebasan pers &
Indomesia, serta dentifikasi tindakan kelerasan yang dialami jurnalis cleh olanm aparatpihal
Te polisian Republik Indomesia, saat meliput aksi demons trst yang terjadi & Jaharta dalam looran
wakty 20192020, Perelitian ird bewsifst menggunadan metode penelitian Jrablitatis’ deslaiptif)
dengan te ik pengnimprl an dats menggurakan metods s didengan pendekstan kepustakasn yang
bewumber pada bk, jurmel ilmiak, srtikel, serta betbagai liratar lain yang memugang data
perelition. Adapun hasil perelitian ini berkesimpulan batwa bentuk pers di Indoresia fermasuk
dalem bentuk Soeial Respansibility Theory yang mengharus kan pers memberikan indomvasi yang
aktual dan mergedukasi, Hanun Jetika jumalis melipat berita wniak menghimpun infommasi,
hanb atan diteri dergan kehadivan olanm anggeta kepolisian yang melakukan indak kekers an
terhadap fumalis, klususnya saat meliput aksi demons trasi yarg texjadi di DET Jakarta pada Tahun
20192020 kavers alasan tidak ferima yang berujurg pada pengrusakan husil liputan, menghapus,
serta evap menggurakan kekevasan. Pemilis uga menyajikan dus sudut pandang dari kedua belsh
pihek dimans Jepolisian memard ang jumalis tid ak sdil dengan peliputen yang terjadi, dan disisi lain
Jurmalis, media dan pers menganggap kepolisian menggunaan kekerasan tethadap jumalis utuk
menghilanghan bukt kekerssan.

publilkbail ifa lisan, manpun uisan
Kata Kunci: Kebebasan Fers, Kekerasan Terhadap Jamalis, Chmm Kepolisian, Demonstasi,

Eeywords:
HAN, UUD 1945, Kebebasin Berpenda pat
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